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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum dan yang digunakan scbagai alat pendorong, penghambat, atau
pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara. Untuk
meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan pengkajian dan penyempurnaan
mulai jenis pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem
pembayaran pajak akan lebih adil dan wajar serta jumlah wajib pajak akan semakin

bertambah banyak.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam pajak salah satunya ialah Pajak
Pusat yaitu merupakan pajak yang dipungut oleh negara atau pemenintah pusat yang
sebagian besar dari pajak pusat di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak
Pusat sendiri meliputi Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi Bangunan

(PBB).

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi negara di Indonesia dibedakan
dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur
(regulered). Dalam fungsi anggaran (budgetair), pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dalam melaksanakan
pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik
pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang

ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala sektor,
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Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) scjak 1
April 1985. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk
mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi yang
pengenaannya secara tidak langsung kepada konsumen. Masyarakat Indonesia sendiri
terkenal sebagai entitas yang sangat konsumtif yang kesehariannya tidak luput dari
pembelian barang ataupun jasa. Dengan hal ini tentunya masyarakat akan sering
membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti hal nya jika membeli makanan atau

jika menggunakan jasa tertentu.

Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak
konsumsi dalam Daerah Pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa.
Namun, berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya perlu untuk tidaknya
mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut

dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilan sosial.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu
perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena pajak (BKP) Jasa Kena Pajak
(JKP)yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).Setiap Pembelian barang
yang dihasilkan /dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut,oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarya 11% dari hasil
beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 11% dari harga jual
sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak

yang bersangkutan.

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia salah
satu diantaranya adalah sistem self-assessment. Sistem Self-Assessment Sistem ini
memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus
mereka bayarkan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk
menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka

harus serahkan. Sementara itu, institusi pemungut pajak berperan besar dalam
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mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum.
Dengan sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung
sendiri besaran PPN terhutang, menyetorkan ke bank dan juga melapor sccara teratur
ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk SPT. Sistem ini diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang

perjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, maka pengusaha/entitas
yang dalam kegiatan usaha menghasilkan, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang yang dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau
memanfaatkan dari luar daerah pabean dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena
Pajak). Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut dan dipungut
PPN pada saat melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dengan melakukan
perhitungan, pencatatan dan pelaporan secara taat atas azas dan tepat waktu sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi perpajakan yang
berupa sanksi administrasi perpajakan. PPN Masukan yang telah dibayarkan pada
pembelian BKP. Pada prinsipnya setiap Pajak Masukan dapat di kreditkan dengan
PPN keluaran dengan memenuhi syarat syarat pengkreditan Pajak Masukan. Untuk
mewujudkan perhitungan yan tepat dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan yang dapat di kreditkan dan yang tidak
dapat di kreditkan maka perlakuan Akuntansi menjadi suatu kewajiban yang harus
dipenuhi pihak perusahaan. Perlakuan Akuntansi yang harus dipenuhi pihak
perusahaan adalah pembukuan dan pencatatan secara Akuntansi. PPN tergolong
sebagai pajak yang objektif dikarenakan penekananya yang tertuju kepada objeknya
terlebih dahulu sebelum kepada subjeknya. Seluruh subjek akan dikenakan PPN

selama mereka menkonsumsi BKP atau JKP di dalam daerah pabean.

Dalam pelaksanaannya, Wajib pajak sering kali di hadapkan pada peraturan-
peraturan perpajakan yang bersifat tumpang tindih sehingga menimbulakan masalah
dengan mekanisme perpajakan yang telah di atur oleh UU perpajakan itu sendiri, oleh

karena itu Wajib Pajak harus mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku di
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indonesia supaya tidak terjadi kesalahan dalam manajemen pajak dan tidak kena
sanksi pajak. Kesalahan dalam menetapkan pajak yang akan dibayarkan kepada
Negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan
menimbulkan kerugian bagi Negara serta denda bagi pemilik badan usaha, mengingat
badan usaha sebagai subjek pajak yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena
Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak di bidang
perdagangan pakaian yang ada di Yogyakarta, Indonesia. Bila perusahaan melakukan
pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka di kenakan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut sebaliknya
bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak
melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai keluaran terhadap Barang Kena
Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan
pajak keluaran yang telah dipungut .kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai ini dapat
direstribusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

PT XYZ sudah berada cukup lama beroperasi dalam bidang perdagangan kain
dan pakaian jadi di Indonesia prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang di
lakukan mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sudah banyak yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oleh karena itu
penulis memilih perusahaan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis

penerapan perhitungan, perekaman, dan pelaporan agar sesuai dengan UU perpajakan

yang berlaku.
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1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah di paparkan, maka
penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar pembahasan dalam Tugas

Akhir yaitu:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ?

2. Apakah penerapan Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ sudah sesuai dengan Undang-
Undang perpajakan yang berlaku?

3. Apakah ada kendala yang dialami oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT
XYZ dalam prosedur Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)?

1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan Tugas Akhir

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan cakupan pembahasan yang diuraikan, maka tujuan penulisan Tugas
Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme dalam Perhitungan, Penyetoran,
dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ

b. Untuk mengetahui apakah prosedur dan mekanisme sudah sesuai dengan
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

c. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dialami oleh PT XYZ dalam

prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
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2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi

beberapa pihak, yaitu:

A. Bagi Penulis
1) Penulis mendapatkan pengetahuan mengenai Prosedur dan Mekanisme
dalam perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
pada PT XYZ,
2) Penulis bisa secara langsung mempraktikan teori yang sudah didapatkan
di bangku perkuliahan untuk selanjutnya di terapkan di dunia kerja,
3) Penulis dapat menambah relasi dengan pegawai yang bekerja pada
Instansi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, dan
4) Penulis dapat memenuhi syarat kelulusan D4 Sarjana Terapan di
Politeknik YKPN Yogyakarta.
B. Bagi Akademik
1) Sebagai bahan motivasi, masukan, dan pertimbangan untuk
mengembangkan di dalam penelitian selanjutnya,
2) Terjalinnya relasi antara Politeknik YKPN dengan Kantor Konsultan
Pajak Toni Aris dan Rekan
1) Secbagai salah satu referensi dan bacaan bagi mahasiswa untuk
mengetahui mengenai prosedur dan mekanisme dalam Perhitungan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ
C. Bagi Pembaca
1) Dapat memberikan informasi mengenai prosedur dan mekanisme
dalam Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai pada PT XYZ
2) Dapat memberikan informasi mengenai Kantor Konsultan Pajak Toni

Ans dan Rekan
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BAB 11
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Teori Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Secara umum pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas necgara
berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas
jasa secara langsung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pajak
merupakan pungutan wajib umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk
sebagai sumbangan/pemberian kepada pemerintah negara dan erat kaitannya dengan

pendapatan, harga beli barang, pemilikan dan hal lainnya.
Pajak juga di definisikan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara Indonesia berdasarkan undang-undang
yang berlaku di mana proses tersebut dapat dipaksakan tanpa memperoleh balas jasa.

(Soemitro, 2013)

Menurut (Mardiasmo, 2016) pengertian pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh
rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah
bertugas untuk melaksanakan undang-undang serta pelaksanaanya bersifat memaksa

tanpa adanya balas jasa.

Sedangkan menurut ahli lainnya pajak merupakan pajak adalah peralihan kekayaan
dari pihak rakyat kepada kas neara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai

public investment. (Abut, 2007)

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yan bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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2.1.2 Fungsi Pajak

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah.
Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan
pemerintah, termasuk juga infrastruktur, pendidikan, kesechatan, pertahanan, dan

pelayanan public lainnya. Terdapat beberapa fungsi pajak diantaranya yaitu:

a) Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak memiliki fungsi anggaran yaitu sebagai sumber pemasukan kas ke
negara yang digunakan untuk melakukan pembiayaan rutin pengeluaran
negara. Apabila masih terdapat sisa atau surplus, maka akan digunakan untuk
investasi pemerintah. Di dalam fungsi anggaran, terdapat pula fungsi
demokrasi yang menunjukan bahwa adanya kegotong royongan rakyat kepada
negara yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak. Dengan membayar
pajak rakyat turut memberikan kontribusi dalam upaya pembangunan negara.

b) Fungsi regulasi
Sebagai fungsi regulasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu. Dalam fungsi regulasi, pajak berperan untuk mendorong
penyaluran dana dari dana yang tersimpan (private saving) ke bentuk investasi
(public investment).

c) Fungsi Distribusi
Distribusi berarti pemerataan, dalam fungsi ini, pembayaran pajak berperan
dalam mengatur pemerataan pembangunan nasional. Pendistribusian pajak
dilakukan dengan memperhatikan jumlah penerimaan yang diterima dengan
kesejahteraan rakyat. Dengan pendistribusian penerimaan pajak negara secara
merata, diharapkan taraf hidup masyarakat akan meningkat,

d) Fungsi Alokasi adalah pengalokasian penerimaan pajak untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan
untuk mendanai kebutuhan masyarakat atau menyediakan barang dan jasa

bagi masyarakat.
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2.1.3 Jenis Jenis Pajak
Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga

bagian yaitu:
A. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak
Langsung. Pajak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat
di limpahkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung Wajib Pajak
yang bersangkutan. Beberapa diantara pajak langsung yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Beberapa contoh dari Pajak Tidak Langsung
yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Pajak Bea Masuk
3. Pajak Ekspor

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya Pajak Pertambahan Nilai
merupakan Pajak Tidak Langsung karena pembebanannya yang dapat

dilimpahkan kepada pihak lain.

B. Menurut Sasaran

Pajak pertambahan nilai merupakan Pajak Objektif karena dalam
pemungutannya berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari

wajib pajak itu sendiri.
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C. Menurut Pemungutannya

Pajak Pertambahan Nilai bukan termasuk Pajak Dacrah melainkan Pajak Pusat,
dikarenakan pemungutan pajaknya berdasarkan Undang - Undang yang
penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga negara.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan
jasa di dalam daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur
produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran
atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak.
Pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah telah mengesahkan undang-undang baru
terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan. Sesuai undang-undang tersebut maka tarif PPN yang
sebelumnya 10% mulai tanggal 1 April 2022 ditetapkan sebesar 11%.

Menurut Supramono (2009:125) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak
yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang
kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, pembangunan
sarana masyarakat, menciptakan lapangan kerja agar pendapatan masyarakat merata.
Pendapatan Negara dari PPN dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, yakni
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Daerah Pabean, Baran Berwujud dan
BKP.

Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena
suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli (leasing) dan

pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak, Tarif PPN di tetapkan sebesar
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11%. PPN juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang
perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mcwah.

Beberapa poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan mengenai PPN sebaai
pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain
(pembeli).

2.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak yang memiliki fungsi sebagai penerimaan utama negara (budgetair)
yang akan digunakan sebagai pengeluaran-pengeluaran negara sebesar-besamya untuk
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pajak menyangkut penarikan yang sebagian dari
daya beli masyarakat maka asas legalitas menjadi syarat wajib dalam pengenaannya.
Menurut undang-undang yang berlaku pajak berdasarkan asas legalitas. Selain
menggunakan aspek legalitas pajak penerapan pajak juga harus didasarkan pada aspek

etis yang didasarkan pada teori teori tertentu.

Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang memiliki karakteristik-
karakteristik tertentu agar dalam pengenaannya dapat dibenarkan. Ada 5 (lima)
karakteristik PPN yang diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pajak tidak langsung,

2. Pajak atas konsumsi

3. Pajak objektif

4. multi stage tax

5. indirect substraction method/credit method/invoice method
Karakteristik yang ada ini tentu saja tidak seratus persen dapat diterapkan di
dalam praktik kerja dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, akan tetapi

karakteristik PPN yang ada dapat menjadi landasan dasar bagi praktik pemungutan

dan pengenaan PPN di lapangan.
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1. Pajak Tidak Langsung

Untuk mengetahui garis besar karakteristik ini diperlukan pembedaan
pengertian pajak scbagai pemikul beban pajak dan subjek pajak scbagai yang
bertanggung jawab atas pembayaran ke Kas negara atas utang pajak yang ada. Dalam
karakteristik pajak ini kedua subjek pajak berada dalam satu kesatuan dimana yang
dikenai oleh satu pihak yaitu yang menerima penghasilan.

Karakteristik pajak tidak langsung mengandung pengertian bahwa antara
pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran ke Kas Negara berada
pada pihak yang berbeda. Pihak yang memikul beban pajak adalah konsumen dari
barang dan jasa, sedangkan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran ke
Kas Negara adalah pihak penjual. Dalam karakteristik pajak tidak langsung, penjual
bukan hanya bertanggung jawab terhadap pembayaran ke Kas Negara tetapi juga
diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penetapan yang melahirkan utang pajak.
Fungsi penetapan ini dalam undang-undang PPN 1984 diaplikasikan dalam bentuk
penerbitan faktur pajak. Faktur pajak dari sisi penjual merupakan sebuah bukti
dilakukannya pemungutan pajak yang selanjutnya wajib di setor ke kas negara.
Sedangkan untuk pembeli, faktur pajak ini sebagai bentuk bukti adanya beban pajak
yang harus dibayar.

Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya
tidak dikenakan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas
kejadian. Ada 3 unsur untuk mengenali pajak tidak langsung
1. Penanggung jawab pajak yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan
melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan
sebab untuk dikenakan pajak.
2. Penanggung jawab pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul beban
pajak
3. Pemikul beban pajak yakni orang yang menurut maksud pembuat undang-

undang harus memikul beban pajak.
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2. Pajak Atas Konsumsi

Kemampuan orang dalam membayar pajak dapat dilihat dari kemampuannya
memperolch penghasilan atau juga dari kegiatan konsumsi. Pajak atas konsumsi sesuai
dengan namanya dikenakan terhadap kegiatan konsumsi. Pajak Pertambahan Nilai
termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi yang dimana ini merupakan karakter
utama dari Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri. Dalam penjelasan UU PPN 1984,
secara yuridis dikatakan bahwa “Dengan mengingat pada sistemnya, undang-undang
ini dapat disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Atas Barang Mewah untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang diatur disini
merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri.”
Pajak dilahirkan oleh objek pajak dan subjek pajak. Untuk melahirkan pajak, UU
tentunya akan menentukan peristiwa, perbuatan, ataupun keadaan hukum yang
menjadi objek pajak dan pemikul beban pajaknya. Sebagai pajak atas konsumsi, secara
teoritis objek PPN adalah kegiatan konsumsi dan subjek pajaknya adalah konsumen.
Pajak Pertambahan Nilai tidak haanya diabngun dengan karakter pajak atas konsumsi,
tetapi karakter lainnya yang seperti pajak tidak langsung dan multi stage tax.
Walaupun pajak atas konsumsi, namun pembayarannya tidak dilakukan sendiri oleh
konsumen melainkan melalui pemungutan oleh penjual (pajak tidak langsung).
Pengenaan PPN juga dilakukan secara bertingkat (multi stage tax) sejak dari wilayah
produksi sampai distribusi ke konsumen akhir.
Pada karakter ini yang menjadi objek pajak adalah setiap konsumsi di dalam negeni
(daerah pabean). Yang dituju sebagai pemikul beban pajak adalah pihak yang
mengonsumsi yaitu konsumen. Pengenaan PPN terhadap konsumsi diterapkan secara
umum, baik atas konsumsi barang maupun jasa. Berdasar asas netralitas dalam
pengenaan, pada prinsipnya baik konsumen barang maupun jasa memiliki kemampuan
yang sama untuk memikul beban pajak atas konsumsi,
Pengenaan PPN berdasarkan prinsip tempat tujuan melihat kegiatan konsumsi dari
sudut pandang pihak yang menyerahkan barang atau jasa, Sedangkan prinsip tempat
tujuan melihat kegiatan konsumsi dari sisi konsumen, Menurut (Sukardji, 2009)

apabila dikehendaki ada sifat netral PPN di bidang perdagangan internasional dan
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prinsip yang dianut adalah prinsip tempat tujuan (destination principle). Dalam prinsip
ini, komoditi impor akan menangung beban pajak yang sama dengan barang produksi
dalam negeri, karena dua jenis komoditi tersebut sama-sama di konsumsi di dalam

negeri maka akan dikenakan pajak dengan beban yang sama.

3. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban
pajak ditentukan oleh faktor objektif yaitu adanya taatbestand atau keadaan, peristiwa,
atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang jua disebut dengan nama
objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak
Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan,
antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah.
Sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka
diperlakukan sama. (Sukardji, 2006)
Yang menjadi subjek pajak dalam pengertian pajak objektif di atas adalah konsumen,
yaitu selaku pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif kondisi subjektif
konsumen tidak dipertimbangkan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terutang
pajak. Siapa pun konsumennya, sepanjang peristiwa hukum tersebut merupakan objek
pajak maka terhadap konsumen tersebut dikenai pajak. Lain halnya dengan pajak
subjektif seperti pajak penghasilan yang kondisi subjektif pihak yang memikul beban
pajak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pajak terutang. Sebagai contoh,
pajak pPenghasilan bagi orang pribadi berbeda dengan pajak penghasilan bagi badan.
Demikian pula pajak penghasilan bagi orang pribadi yang menikah berbeda dengan
pajak penghasilan bagi orang pribadi yang tidak menikah.
Meskipun PPN adalah pajak konsumsi, tetapi pada dasarnya pengenaannya dilakukan
terhadap penghasilan yang dilakukan secara tidak langsung melalui konsumsi. Pada
umumnya, jumlah uang yang dibelanjakan (dikonsumsi) berasal dari penghasilan yang
diterima setelah dikurangi saving atau investasi, Apabila kita melihat secara makro,
meskipun PPN menimbulkan dampak regresi, namun secara keseluruhan jumlah PPN

yang dibayar secara kuantitatif akan terjadi perbedaan antara  konsumen
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berpenghasilan tinggi dengan konsumen berpenghasilan rendah. Konsumen
berpenghasilan tinggi berpotensi membelanjakan uangnya lcbih banyak dari
konsumen berpenghasilan rendah. Secara keseluruhan, pajak yang dibayar berpotensi
menjadi lebih besar dibebankan kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi
dibandingkan dengan konsumen yang berpenghasilan lebih rendah.

Pajak yang sifatnya objektif, lazimnya tidak dipungut tersendiri, melainkan
dimasukkan ke dalam harga barang schingga scring sckali orang tidak menyadari
bahwa dalam harga barang itu (rokok, bensin) sudah termasuk pajak. Oleh sebab itu,
pemungutan pajak objektif yang tidak langsung ini lazimnya mudah sekali, tetapi
sukar diperkirakan sebelumnya. (Soemitro, 2006).

4. Multi Stage Tax

Pajak Pertambahan Nilai dikatakan berkarakter multi stage tax, apabila pengenaan
PPN dilakukan pada setiap jalur produksi maupun distribusi dari suatu barang sampai
ke konsumen akhir. Dasar pengenaan pada karakteristik ini sebenarnya sedikit
menyimpang dikarenakan belum terjadi kegiatan konsumsi apabila masih berada
dalam jalur produksi maupun distribusi dan belum sampai di konsumen terakhir.
Pengenaan PPN seacara bertingkat sejak jalur produksi sampai distribusi pada
dasarnya akan menyebabkan pengenaan pajak berganda apabila tidak disertai
mekanisme lain untuk menghindarinya. Akan tetapi, karakteristik ini tidak bisa
dipahami sebagai karakter yang berdiri sendiri. Karakteristik ini harus dirangkai
dengan karakter lainnya yang bertujuan menghindari pengenaan pajak beranda agar

dalam pengenaannya masih sesuai dengan karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi.
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5. Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method

Karakteristik ini merupakan karakteristik yang dimaksudkan agar pengenaan
PPN yang dilakukan secara bertingkat sejak jalur produksi sampaijalur distribusi ke
konsumen akhir tidak menimbulkan pajak berganda. Mekanisme yang dipilih oleh UU
PPN untuk menghindari pengenaan pajak berganda adalah dengan menggunakan
metode pengurangan tidak langsung. Karakteristik ini tidak diperlukan sekiranya
mekanisme pemungutan PPN menggunakan metode single stage tax. Dengan metode
ini, pajak yang dipungut dari pembeli yang merupakan output tax sebelum disetor ke
kas negara dikurangi dahulu dengan pajak yang dibayar pada saat perolehan barang
yang disebut input tax. Dengan menyetor hanya selisih lebih dari output tax dikurangi
input tax maka tidak akan terjadi penyetoran pajak yang double. Mekanisme
pengurangan tidak langsung ini hanya diberlakukan pada jalur yang belum terdapat
kegiatan konsumsi, yaitu jalur produksi sampai distribusi sebelum ke konsumen akhir.
Metode yang dipilih untuk melakukan pengurangan adalah melalui pengkreditan
pajak. Dalam UU PPN, yang dimaksud dengan output tax adalah pajak keluaran
sedangkan input tax adalah pajak masukan. Untuk menghitung PPN terutang yang
harus disetor dalam suatu masa pajak dilakukan dengan cara pengkreditan pajak
masukan terhadap pajak keluaran. Sarana yang digunakan untuk pengkreditan pajak
masukan adalah dengan menggunakan faktur pajak (invoice method). Dalam faktur
pajak terdapat jumlah PPN terutang yang dipungut penjual dan menjadi beban
pembeli.
Dalam penjelasan UU PPN 1984, pertambahan nilai dijelaskan sebagai berikut.
Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap
jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan
memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasakepada para konsumen.
Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal,
sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan

nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai,
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2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 11%. Namun demikian,
mengingat undang — undang pajak pertambahan nilai menganut asas destination
principle dalam pengenaan pajaknya, makan untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif
0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor barang kena pajak dimaksudkan agar dalam harga

barang yang di ekspor tidak terkandung PPN.

Penentuan besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 Dan yang mengatur Tarif PPN yang terbaru oleh
Undang Undang No. 7 Tahun 2021 atau UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% berlaku untuk ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak. Tarif Pajak
Pertambahan Nilai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri,
termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya
berlaku undang-undang yang mengatur tentang kapabeanan. Tarif PPN atas barang
mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tingi 200%. Khusus untuk barang
dan jasa yang terkena tarif pajak Pertambahan Nilai 11%, besaran tarif tersebut masih
dapat diubah menajdi paling rendah 5% dan paling tinggi 20% mengikuti peraturan
pemerintah yang berlaku. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada
pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli yang artinya harga yang
nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun jika tidak ditemukan
keterangan Pajak Pertambahan Nilai artinya total harga yang tertera sudah termasuk

ke dalam Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.5 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 11 disebutkan bahwa
terutangnya PPN terjadi pada saat:

I. Penyerahan Barang Kena Pajak
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2. Impor Barang Kena Pajak

3. Penycrahan Jasa Kena Pajak

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar dacrah Dacrah

Pabean

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

8. Ekspor Jasa Kena Pajak
Sesuai dengan PP Nomor | Tahun 2012 Pasal 17 ayat 3 terdapat beberapa ketentuan
saat terutangnya PPN yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyerahan BKP yang bergerak
terutang pada saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli atau
pihak ketiga atas nama pembeli atau saat barang secara langsung diserahkan
kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

2. Penyerahan BKP yang tidak bergerak
terutang pada saat penyerahan hak untuk menguasai menggunakan hak yuridis
(pada saat penyerahan hak tercantum dalam hak akta jual beli). lalu pada saat
penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan secara nyata pada saat
barang tidak bergerak diserahkan penguasaannya secara nyata kepada pembeli
meskipun secara yuridis barang tersebut masih milik penjual.

3. Penyerahan BKP tidak berwujud .
PPN terutang pada saat harga penyerahan diakui sebagai piutang oleh PKP
yang bersangkutan serta harga penyerahannya ditagih oleh PKP yang
bersangkutan dan juga di tanda tangani nya kontrak atau perjanjian oleh PKP
yang bersangkutan.

4. Penyerahan JKP
PPN terutang pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk
dipakai secara nyata baik sebagian atau keseluruhan,

5. PPN atas Impor BKP
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Terutang pada saat BKP tersebut dimasukkan kedalam Dacrah Pabean sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan pabean.

6. PPN atas persediaan BKP dan aktivitas yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan
Yang tersisa pada saat pembubaran tertanggal pada saat ditandatanganinya
Akta Pembubaran oleh notaris, diketahui telah bubar secara nyata atau telah
diketahui telah bubar berdasarkan dokumen atau data.

7. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar dacrah pabean
Saat terutangnya pada saat secara nyata digunakan, harga perolehan nya dicatat
sebagai utang (akrual basis/biaya), saat penagihan dan pembayaran, serta saat
ditandatanganinya surat perjanjian.

Terdapat beberapa tempat terutang PPN yang juga diatur di dalam Undang-

Undang PPN diantaranya yaitu

1. Atas penyerahan BKP atau JKP adalah di tempat tinggal pengusaha (orang
pribadi) atau tempat kedudukan (pengusaha badan) dan tempat kegiatan
usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya di
kukuhkan sebagai PKP.

2. Atas impor BKP adalah di tempat di masukannya BKP ke dalam Daerah
Pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Dacrah
Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP
Tidak Berwujud/JKP tersebut terdapat Wajib Pajak.

4. Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan saja

atau pekerjaan adalah bangunan didirikan,
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2.2.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengertian
PKP sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 pasal |1 (15) disebutkan “Pengusaha Kena
Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang — undang PPN”.
Undang — undang PPN tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa yang termasuk
subjek PPN, maka untuk memudahkan memahami, dapat dilihat ketentuan —ketentuan
sebelumnya berdasarkan Pasal 18 Undang-undang PPN mengenai ketentuan
peralihan, yaitu berdasarkan PP Nomor 22 tahun 1995, PP Nomor 28 Tahun 1988 serta
PP Nomor 75 Tahun 1991 yang dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk
pengusaha kena pajak sebagai subjek PPN.

Pengelompokan Atau Kriteria Subjek PPN dikelompokkan menjadi dua yakni
PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP dan PKP melakukan ekspor BKP, ekspor
BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan atau
mengekspor BKP atau JKP berwujud maupun tidak berwujud di wilayah pabean,
merupakan subjek PPN yang wajib melakukan hal-hal berikut:

1. Melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Memungut pajak terutang

3. Menyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar

daripada pajak masukan, yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
4. Melaporkan penghitungan pajak.
Sebagai Subjek PPN, PKP diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak dalam format
yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni Faktur Pajak
Elektronik atau E-Faktur, atas penyerahan dan penerimaan BKP atau JKP serta
melaporkannya.

Non PKP atau pribadi dan non-PKP yang menggunakan BKP untuk JKP i
wilayah pabean Indonesia merupakan subjek PPN tetapi pada umumnya harga yang

dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk ke dalam PPN, Aturan ini tertuang ke
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dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e,
serta pasal 16C. PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan bukanlah
PKP, dalam kondisi

1. Impor BKP

2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean

3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

4. Meclakukan kegiatan pembangunan

Pengusaha kecil juga memiliki kewajiban kewajiban yang mengikat terlebih jika

mereka memilih agar di kukuhkan sebagai PKP sehingga mereka sepenuhnya dan
wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK/.03/2013 menetapkan batasan
pengusaha yang dikategorikan sebagai pengusaha kecil sebagai berikut:

1. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan
penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 4,8
Miliar.

2. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan
penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka
kegiatan usahanya.

3. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP,
apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku jumlah brutonya melebihi
4,8 milyar

4. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling
lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto

melebihi 4,8 milyar.
Menurut (Resmi, 201 1) PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang
pada akhimya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN

terdiri atas: (1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKIP
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dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP
Tidak Berwujud/JKP. (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan scbagai
PKP”.

2.2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang — undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan
ketiga atas Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah,maka rumusan objek
PPN secara umum terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai
berikut:

1. Impor Barang Kena Pajak
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean.
Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
Ekspor Barang Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak.
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak

© % N W

Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal pasal yang mengatur mengenai macam-macam objek PPN dalam UU PPN dan

PPnBM antara lain:
1. Pasal 4 Ayat (1) yang merinci mengenai macam-macam kegiatan yang
masuk dalam objek PPN.
2. Pasal 16C yang mengatur mengenai objek PPN yang berupa kegiatan

membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau
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pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau

digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Pcraturan

Menteri Keuangan (PMK)

3. Pasal 16D yang mengatur pengenaan PPN atas Penyerahan BKP berupa

Aktiva.

Untuk objek PPN berdasarkan UU PPN dan PPnBM dan pasal 16C ditujukan

pada kegiatan membangun sendiri, dimana tata caranya diatur dalam PMK, yakni
PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentan Batasan dan Tata Cara pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun ini
dilakukan orang pribadi dan tidak digunakan untuk kepentingan usaha, tetap menjadi
objek PPN karena pada dasamya setiap barang yang mengalami pertambahan nilai
akan dikenakan PPN.
Objek PPN atas kegiatan membangun sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu
membangun dengan kontraktor atau benar-benar membangun sendiri. Jika kegiatan
membangun menggunakan kontraktor wajib memungut PPN maka dengan catatan
kontraktor yang disewa berstatus PKP. Jika kontraktor tidak berstatus PKP, maka
wajib pajak akan menanggung kewajiban setor dan lapor PPN. Objek PPN
berdasarkan UU PPN dan PPnBM pasal 16D, dikenakan pada penjualan barang yang
sedari awal tidak diperjual belikan. Perlakuan objek PPN untuk pasal 16D ini
diberlakukan manakala PKP mengalami kejadian likuidasi atau pembubaran, yang
mengharuskan PKP tersebut menjual asset.

Sejatinya semua baran dan jasa merupakan objek PPN, namun karena adanya
pertimbangan sosial dan ekonomi, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak
termasuk ke dalam objek PPN. Barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini
diatur dalam UU PPN dan PPnBM pasal 4A. Barang dan Jasa yang tidak termasuk
objek PPN antara lain:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbemnya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat.
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3. Makanan dan Minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan scjenisnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang di
konsumsi di tempat maupun tidak, termasuk minuman yang diserahkan olch
usaha jasa boga atau catering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sementara untuk jenis jasa yang tidak termasuk ke dalam objek PPN berdasarkan UU
PPN dan PPnBM pasal 4A diantaranya:
1. Jasa pelayanan kesehatan dan medis
Jasa pelayanan sosial
Jasa pengiriman surat dengan perangko
Jasa keuangan

Jasa asuransi

edi SN

Objek PPN memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan
perpajakan yang ada di Indonesia, Beberapa aspek pentingnya termasuk:
1. Sumber Pendapatan Negara
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber pendapatan
utama bagi pemerintah Indonesia. Pendapatan yang diperoleh dari objek
PPN digunakan untuk membiayai berbagai proyek dan program
pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Pengendalian Inflasi
Pemberlakuan PPN pada sejumlah barang dan jasa tertentu dapat
membantu mengendalikan inflasi. Dengan menaikkan harga konsumsi
barang barang tertentu, Objek PPN dapat mengurangi permintaan dan
mencegah tekanan inflasi yang berlebihan.
3. Penyederhanaan Sistem Pajak
Objek PPN juga membantu menyederhanakan sistem pajak Indonesia,
Dengan menerapkan tariff PPN yang sama pada sejumlah barang dan jasa,

pemerintah dapat menghindari kompleksitas
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2.2.8 Barang dan Jasa Kena Pajak

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 (2-3): “Barang kena Pajak

berdasarkan Undang-Undang PPN, sementara pengertian barang adalah barang
berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau
barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.”
Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 11 (5-6): “jasa kena pajak adalah jasa yang
dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, sementara pengertian Jasa adalah
setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum
yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk
dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan
atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jenis Barang Kena Pajak berupa suatu barang berwujud yang berdasarkan
sifatnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Barang bergerak adalah
barang yang penggunaannya dapat dipindahkan, contohnya mesin, komputer dan
lainnya.

Barang tidak bergerak adalah barang yang secara nyata dapat terlihat namun tidak
dapat dipindahkan seperti tanah, bangunan dan lainnya.

Barang berwujud adalah barang yang secara wujud memiliki bentuk fisik,
contohnya mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan dan lainnya. sedangkan barang
tidak berwujud adalah barang yang tidak memiliki wujud fisik, contohnya hak paten,
hak cipta, merk dagang dan lainnya.
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2.2.9 Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak

Seclain barang dan Jasa Kena Pajak, terdapat juga Barang dan Jasa Tidak Kena
Pajak, seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.
Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam
kelompok barang sebagai berikut:
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung
dari sumbemya
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yan disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman
yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
Selain barang tidak kena pajak, terdapat juga jasa yang tidak dikenai Pajak
Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
1. Jasa pelayanan kesehatan medis
Jasa pclayanan sosial
Jasa pengiriman surat dan perangko
Jasa keuangan
Jasa asuransi
Jasa keagamaan
Jasa pendidikan

Jasa kesenian dan hiburan

% N AW N

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam

o

negri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara
luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja

12. Jasa perhotelan
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13.Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum

14. Jasa penyediaan tempat parkir

15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan

17. Jasa boga atau catering

2.2.10 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 (17):

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, pengantian, Nilai Impor, Nilai
Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang
terutang.”

Sebagaimana penjelasan dari UU Nomor 42 tahun 2009 di atas maka Harga jual adalah
nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh
penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Pengantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa
Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau
scharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karcna pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau
oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
di dalam Daerah Pabean.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea
masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Baran Kena
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Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

Nilai ekspor adalah nilai berupa vang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh eksportir. Sedangkan Nilai Lain adalah nilai berupa uang
yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau
Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

2. Untuk pemberian secara cuma-cuma dan/atau JKP adalah Harga Jual atau
Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraaan Hara
Jual rata-rata;

4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar Harga Jual Eceran;

6. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;

7. Untuk penyerahaan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya
dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar caban adalah Harga Pokok
Penjualan atau Harga Perolehan.

8. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah Harga
Lelang;

9. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 11% dari jumlah yang ditagih
atau jumlah yang seharusnya ditagih;

10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 11%
(sebelas persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang scharusnya ditagih,

11. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati

antara pedagang perantara dengan pembeli;
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2.2.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pihak yang berhak memungut PPN adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP bisa orang pribadi maupun badan yang
memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari 4,8 milyar per tahun. Hal
tersebut sesuai dengan PMK Nomor 197/PMK.03/2013. Bagi pengusaha yang
pendapatannya masih belum mencapai 4,8 Milyar, maka tidak wajib menjadi PKP
namun pengusaha itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan
memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam PPN dikenal juga dengan istilah pajak keluaran dan pajak masukan.
Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut saat PKP menjual Barang Kena
Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang
dibayarkan ketika PKP membeli memperoleh BKP/JKP.

Setiap jenis pajak memiliki tarif pajaknya masing-masing. Begitupun dengan
PPN. Tarif PPN adalah 11% namun, tarif PPN juga sebesar 0% yang diterapkan
atas:

1. Ekspor BKP tidak berwujud
2. Ekspor BKP berwujud
3. Ekspor Jasa Kena Pajak
Rumus perhitungan PPN menggunakan tarif PPN x Dasar pengenaan Pajak

atau sama dengan DPP x 11%.

2.2.12 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal dengan istilah
Pajak Masukan. Menurut (Mulyono, 2008)
“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang scharusnya sudah dibayar
oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari
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luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dan luar Daerah Pabean dan/atau
impor BKP”.

Selain Pajak Masukan, terdapat pula Pajak Keluaran dalam perhitungan PPN.
Menurut (Mulyono, 2008)
«pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang waijib dipungut
oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP
berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP”,

2.2.13 Pengertian Pajak Keluaran

Menurut (Mulyono, 2010) Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan
Nilai yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas transaksi yan terjadi
yang terutang PPN. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan
maka Pengusaha Kena Pajak harus menyetorkan selisihnya tersebut kepada kas
negara. Selain pengertian menurut para ahli pengertian lain dari pajak keluaran
adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak,
ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ckspor Barang Kena Pajak tidak berwujud /
ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak keluaran juga memiliki karakteristik seperti
disebutkan sebagai pajak objektif, karena dalam pemungutannya PPN member
penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaaan pajak keluaran diawali
dengan penetapan tanf barang.kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak

oleh penjual.

2.2.14 Pengertian Pajak Masukan

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut
PPN pada setiap penyerahan BKP atau JKP kepada lawan transaksinya, dan
apabila PKP yang menyerahkan BKP atau JKP terscbut tidak memungut PPN

terhadap lawan transaksinya, maka bagi PKP, lawan transaksinya tidak
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mempunyai Pajak Masukan yan dapat dikreditkan. (Setu, 2011) menyatakan
bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha
Kena Pajak karena perolehan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan
pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau Impor BKP.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang scharusnya sudah
dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau penerimaan JKP dan atau
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan JKP
dari luar Dacrah Pabcan atau impor BKP (Mardiasmo, 2012)

Berdasarkan defines di atas dapat disimpulkan bahwa pajak masukan adalah
PPN yan sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau penerimaan JKP dan
atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan Pemanfaatan

JKP dari luar Daerah Pabean atau impor BKP.

2.2.15 Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan merupakan pajak masukan yang
dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan
kegiatan usaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.

Menurut (Hilarius, 2012) menyatakan bahwa syarat pajak masukan yang tidak

dapat dikreditkan adalah

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum dikukuhkan
sebagai sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

3. Perolehan dan pemcliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station waon,
van, dan kombi.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak.
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5. Perolchan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutan
pajaknya berupa Faktur Pajak sederhana.

6. Perolchan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak
lengkap/benar baiksecara formal maupun materil.

7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean yan faktur pajaknya tidak sesuai dengan
ketentuan Dircktoral Jenderal Pajak.

8. Perolchan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak.

9. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
tidak dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang
diketemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan.

Selanjutnya undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009

menyatakan prinsip dasar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

1. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak sebelum
Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

3. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan
kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni
kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan. (Pasal 9 ayat 6 huruf ¢ UU
PPN)

4. Pajak Masukan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak bewujud atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan scbagai Pengusaha Kena Pajak.,

5. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak sederhana,

6. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak standar yang tidak
memenubhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15,

7. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan

pajak.
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8. Pajak Masukan tidak dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan.

9. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang

dibebaskan dari pengenaan pajak.

2.2.16 Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Waluyo, 2011) mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

adalah:

1. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu
perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena
Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus
dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.

3. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh
Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus
mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan.

4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada
Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang
harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.

5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum di kreditkan
dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan
pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
berakhimya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan

sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan,
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2.2.17 Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi-transaksi dalam
pembelian dan penjualan barang harus dicatat sesuai dengan akuntansi maupun
peraturan perpajakan. Menurut (Lumbantoruan, 2011) menyatakan prosedur
pencatatan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi-transaksi dalam pembelian
dan penjualan barang sebagai berikut:

1. Pembelian barang /persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan, dengan jurnal:

Pembelian XXX
PPN Masukan XXX
Utang XXX

2. Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan, dengan jurnal:

Pembelian barang modal XXX
PPN Masukan XXX
Utang XXX

3. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan
Pembelian yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi,
pajak masukannya tidak boleh dikreditkan sesuai dengan UU PPN. PPN yang
tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi, dengan jurnal:

Pembelian XXX
Biaya PPN XXX
Kas XXX

4. Pembelian barang modal yang PPN-nya tidak dapat di kreditkan, dengan
jumal:
Pembelian barang modal XXX

Kas XXX

5. Pembelian dengan potongan
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e Pembelian dengan potongan, jika pembayarannya dilakukan dalam

peniode yang ditentukan tarif PPN 11% dengan jurnal:

Pembelian XXX
Cadangan dan potongan pembelian XXX
PPN Masukan XXX
Utang XXX

e Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam waktu yang

ditentukan, maka pembeli tidak berhak atas potongan, dengan jurnal:

Utang XXX
PPN XXX
Rugi karena potongan tidak diambil XXX
Kas XXX

6. Pengembalian pembelian, dengan jurnal:

e Utang XXX
Pembelian XXX
PPN Masukan XXX
7. Penjualan Barang, dengan jumal:
o Kas XXX
Penjualan XXX
PPN Keluaran XXX

8. Pengembalian penjualan, dengan jumal:

e Penjualan XXX
PPN Keluaran XXX
Kas XXX
35

Dipindai dengan CamScanner

L J


https://v3.camscanner.com/user/download

9. Penjualan dengan uang muka:
Pembayaran uang muka, dengan jumal:
e Kas XXX
Uang muka pelangan XXX

PPN Keluaran XXX

10. Penjualan dengan angsuran:

o Pada saat penyerahan barang, dengan jumnal:

Piutang Penjualan XXX
Penjualan XXX
PPN Keluaran XXX
o Pada saat pembayaran angsuran, dengan jurnal:
Kas XXX
XXX

Piutang Penjualan
Pada tanggal 15 masa pajak berikutnya merupakan batas akhir pembayaran

pajak, maka perusahaan wajib menyetorkan pajaknya ke kas negara, dengan

jurnal:
o Utang Pajak XXX

Kas

2.2.3 Faktur Pajak

2.2.3.1 Definisi Faktur Pajak
Faktur Pajak merupakan dokumen yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak

(PKP) dalam mela
k dengan fungsi masing-masing antara Faktur Pajak Penjualan

kukan transaksi barang atau jasa kena pajak, dengan beberapa

jenis Faktur paja
atau keluaran dan masukan (pembelian). Penerbitan atau pembuatan Faktur Pajak

Masukan dapat dilakukan secara elektronik  maupun diotomatisasi untuk
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memudahkan PKP dalam melakukan pengelolaannya. PKP wajib untuk membuat
Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan BKP, Penyerahan JKP, Ekspor BKP tidak
berwujud, Ekspor JKP, dan setiap BKP dan JKP yang diperdagangkan sudah
dikenai pajak di luar harga aslinya. Jika faktur pajak sebagai bukti pemungutan
PPN, sedangkan faktur merupakan bukti transaksi di luar pengenaan pajak.
Apabila PKP mengirimkan invoice dengan menyertakan faktur pajak, maka
artinya penyerahan barang/jasa terscbut dikenakan PPN.

Dalam sctiap penyerahan barang/jasa kena pajak, ckspor barang kena pajak
tidak berwujud maupun ekspor jasa kena pajak, Pengusaha Kena Pajak wajib
membuat Faktur Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh
penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa
Kena Pajak yang selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak

gabungan.

Menurut (Waluyo, 2011)
“Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak

karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti
pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai”.
Contoh gambar Faktur Pajak tertera dalam Lampiran Gambar 1 pada Halaman

2.2.3.2 Jenis-jenis Faktur Pajak

Secara umum, Faktur Pajak terbagi menjadi dua, yakni:

1. Faktur Pajak Penjualan
Faktur Pajak penjualan adalah dokumen yang dibuat oleh PKP Penjual yang

telah memungut PPN saat melakukan transaksi atau penjualan barang/jasa
kena pajak. Faktur pajak ini diterbitkan PKP’ penjual yang kemudian dokumen
pajak ini menjadi Faktur Pajak keluaran bagi PKP penjual karena telah

memungut Faktur Pajak PPN maka PKP penjual wajib menyetorkan PPN
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terutang ke kas negara dan melaporkan SPT Masa PPN setiap masa pajak atau
sctiap bulannya.
. Faktur Pajak Pembelian
Faktur Pajak Pembelian adalah dokumen yang diterima PKP Pembeli atau
pengusaha kena pajak yang membeli barang/jasa kena pajak. PKP pembeli
mendapatkan Faktur Pajak Pembelian dari PKP penjual karena telah
membayar PPN atau telah dipungut PPN oleh PKP penjual. Faktur Pembelian
yang diterima PKP pembeli ini nantinya akan menjadi Faktur Pajak Masukan
yang dapat digunakan untuk mengurangi PPN terutang. Jika Pajak Masukan
lebih besar dibanding pajak keluaran, maka PKP dapat melakukan
pengembalian atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Dengan
memahami dasar tentang dokumen faktur pajak maka akan memudahkan PKP
untuk memenuhi kewajiban perpajakn seperti:

e Memotong atau memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

e Membayar atau menyetorkan PPN terutang

e Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

o Hak mengkreditkan pajak terutang atau restitusi PPN
. Faktur Pajak Pengganti
Faktur Pajak Pengganti adalah dokumen pengganti atas E-Faktur yang sudah
diterbitkan sebelumnya karena terjadi kesalahan dalam pengisian selain
kesalahan pengisian NPWP sehingga perlu untuk dibuat perbaikan agar sesuai
dengan keadaan sebenarnya. E-Faktur pengganti ini sebagai pengganti untuk
mengoreksi apabila terjadi ketidaksesuaian laporan dengan kenyataan.
. Faktur Pajak Gabungan
Faktur Pajak Gabungan adalah dokumen dari PKP Penjual yang mencakup
seluruh penyerahan terhadap pembelian BKP atau JKP yang sama sclama satu
bulan kalender. E-Faktur Pajak buatan PKP ini meliputi semua penyerahan
BKP atau JKP selama satu bulan takwim kepada pembeli atau penerima barang

kena pajak yang sama. Jika pembayaran dilakukan sebelum penyerahan
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BKP/JKP atau pembuatan E-Faktur Pajak Gabungan, maka pada saat diterima
pembayaran dicatat di dalam faktur.

J. Faktur Pajak Cacat
Faktur Pajak Cacat adalah dokumen yang tidak diisi dengan lengkap dan jelas
atau terdapat kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri.

2. Faktur Pajak Digunggung
Penerbitan E-Faktur yang hanya bolch dibuat oleh pedagang eceran atau
dikenal juga dengan pajak retail sehingga tidak berisi identitas nama pembeli

beserta tanda tangannya.

2.2.3.3 Fungsi Faktur Pajak

Secara umum Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti transaksi barang atau jasa
kena pajak tersebut telah dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dengan adanya E-Faktur maka pengusaha dapat terbebas dari tuduhan manipulasi atau
penggelapan pajak pada saat ada pemeriksaan, sebab pengusaha memiliki bukti taat
hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT Masa
scsuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur Pajak

memiliki beberapa fungsi diantara yaitu:

1. Pengendalian Akuntansi Berfungsi sebagai pengendalian akuntansi ini tertera
pada jumlah total pada faktur, di mana jumlah total jatuh tempo ini bisa diakui
jadi utang dagang untuk pembeli dan piutang dagang untuk pedagang.

2. Kontrol Internal
Berfungsi sebagai pengendalian internal dalam akuntansi perusahaan sebab
komponen biaya pada faktur harus disetujui bagian manajemen perusahaan
yang bertanggung jawab terkait dengan perpajakan,

3. Kredit PPN
Berfungsi sebagai kredit PPN yakni dapat mengurangi PPN terutang ketika
Pajak Masukan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Keluaran, Artinya,
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terjadi kelebihan pembayaran PPN dari transaksi barang/jasa kena pajak yang
dilakukannya. Sehingga, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan untuk masa
pajak berikutnya atau memilih untuk melakukan restitusi PPN.

4. Fungsi lain Faktur Pajak
Fungsi lainnya yakni melakukan pembetulan di masa mendatang terjadi
kesalahan. Sehingga perusahaan tidak menghadapi kesulitan saat petugas pajak

datang dan menemukan ketidaksesuaian dalam E-Faktur.

2.2.3.4 Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak

Dalam membuat sebuah faktur pajak, pengusaha kena pajak harus memenuhi
beberapa ketentuan yang berlaku.
Menurut Peraturan Dircktorat Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022 Tentang
Faktur Pajak menyatakan bahwa:

I. Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara
pembetulan atau pengantian Faktur Pajak serta Faktur Pajak bagi Pengusaha
Kena Pajak pedagang eceran yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau
penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di
Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan;

2. Untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Pengusaha Kena
Pajak dalam membuat dan mengadministrasikan Faktur Pajak, perlu diberikan
pedoman atas peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud.

Sebagai pengusaha kena pajak, pembuatan Faktr Pajak adalah suau hal yang

penting. Apabila PKP melakukan kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak tentu aka

nada risiko yang ditimbulkan, seperti terjadi kesalahan penulisan alamat pada Faktur
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Pajak yang menyebabkan Faktur Pajak tersebut dianggap tidak lengkap, sehingga akan
dikenakan sanksi sebesar 1% dari nilai DPP.

Pada Pasal 3 ayat (2) PER-03/PJ/2022 menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak
untuk setiap transaksi, yaitu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Penyerahan Jasa
Kena Pajak (JKP), ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud serta ekspor
JKP, yang semua transaksi tersebut diatur dalam Undang-Undang PPN.

Pada pasal 3 ayat (2) PER-03/PJ/2022 menjelaskan lebih detail waktu atau saat
pembuatan Faktur Pajak. Pertama, Faktur Pajak harus dibuat pada saat melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kedua, Faktur
Pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran ini terjadi sebelum penyerahan
(BKP) dan/atau JKP. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran
termin yang mana penerimaan pembayaran ini dalam hal penyerahan sebagian tahap
pekerjaan. Keempat, Faktur Pajak harus dibuat pada saat melakukan ekspor BKP
berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP. Kelima, Faktur Pajak
harus dibuat pada saat lain yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan PPN,

A1

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2.2.3.5 Surat Setoran Pajak (SSP)

Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat
Sectoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-
kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh
Indonesia. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah
PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar
Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank Penerima pembayaran,
Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.
Menurut (Resmi, 2011)

“Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor
Penerima Pembayaran”
Surat Setoran Pajak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari;

e Lembarke-1 :Untuk arsip PT XYZ

e Lembarke-2 :Untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan

Kas Negara (KPPN)

e Lembarke-3 : Untuk PT XYZ yang nantinya akan dilampirkan pada Surat

Pemberitahuan Masa Pajak PPN.

e Lembarke-4 : Untuk arsip kantor penerimaan pembayaran

e Lembarke-5 :Untuk arsip pemungut/pihak lain

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007
Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Pcnundaan Pembayaran Pajak
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010, batas akhir
penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan paling lama tanggal 10 bulan, Namun
apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran pajak

pertambahan nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan

42

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

peraturan undang — undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan
dan tata cara perpajakan pasal 9 (2a), Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang terutang

dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

2.2.3.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2011:31), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak
yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
184/PMK.03/2007 Tentang PenentuanTanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan
Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan
Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor
80/PMK.03/2010, batas akhir pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan paling
lama tanggal 20 bulan berikutnya. Namun, jika dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai perusahaan terlambat untuk melaporkan maka akan
dikenakan sanksi berupa denda Sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
sesuai yang telah ditetapkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

Dalam undang-undang yang berlaku menerangkan bahwa pemerintah
mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut secara garis besar dapat disimpulkan bahwa

fungsi dari SPT adalah sebagai:
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|. Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik
secara personal maupun melalui pemotonan penghasilan dari perusahaan
dalam jangka waktu satu tahun.

2. Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pckerjaan
utama.

3. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak

maupun bukan objek pajak.

SPT terbagi menjadi dua kategori yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Perbedaan
dari kedua SPT itu adalah sebagai berikut:
1. SPT Tahunan
SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali
(tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang
berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek
pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan untuk satu tahun pajak,
atau bagian dari tahun pajak.
2. SPT Masa
Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan
berdasarkan nomor pasal, dimana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT
Masa tersebut adalah:
1) PPh Pasal 21/26
2) PPh Pasal 22
3) PPh Pasal 23/26
4) PPh Pasal 25
5) PPh Pasal 4 ayat (2)
6) PPh Pasal 15
7) PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
8) PPN bagi pemungut
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9) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran yang menggunakan
nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

10) Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2.3.7 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

Surat pemberitahuan Masa PPN merupakan surat yang oleh PKP digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPN yang harus sesuai dengan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut (Erly, 2010) Surat pemberitahuan
Masa PPN merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh PKP meskipun
nihil mengenai perhitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian BKP atau
pencrimaan JKP dan penyetoran pajak atau kompensasinya.

Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan dan menyampaikan SPT Masa PPN
secara tepat waktu, benar, lengkap, jelas dan tidak menimbulkan kesan yang berbeda
dalam penyampaiannya. Menurut (Waluyo, 2011) menyatakan batas waktu dan sanksi
yang berhubungan dengan SPT Masa PPN sebagai berikut:

Batas waktu penyetoran dan pelaporan adalah:

1. PPN dan PPnBM yang terutang dalam suatu masa pajak disetor paling
lama 15 hari setelah masa pajak.

2. Batas waktu pelaporan SPT Masa Pajak adalah 20 hari setelah masa
pajak berakhir.

Apabila Wajib Pajak terlambat/sengaja tidak menyampaikan SPT, maka:

1. Wajib Pajak Terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk
SPT Masa sebesar Rp.500.000 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp.
1.000.000,

2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya
tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 tahun dan atau denda setingginya dua Kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kuran bayar,
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3. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampai SPT atau
kcterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, schingga
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi empat kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.2.3.8 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan PPN pada dasarnya menganut prinsip akrual, yaitu terutangnya
pajak terjadi pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat impor BKP, meskipun atas
penyerahan tersebut belum sepenuhnya dirima pembayarannya. Apabila pembayaran
diterima sebelum penyerahan BKP/JKP, maka terutangnya pajak terjadi pada saat
penerimaan pembayaran.

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan
bahwa saat dan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Terutang pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang
menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi
pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau
pengusaha jasa angkutan.

2. Terutang Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang menurut sifat
atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat
penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena
Pajak terscbut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak
pembcli.

3. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud
oleh Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu
dan peristiwa peristiwa di bawah ini:

e Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud

dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak,
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e Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud
diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh
Pengusaha Kena Pajak, atau

o Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian olch Pengusaha
Kena Pajak saat terjadi dari point satu sampai tiga tidak
diketahui.

. Terutang Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi saat mulai

tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik

scbagian atau seluruhnya.

. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat

Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

. Terutangnya Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak terjadi pada saat

Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.

. Terutangnya Pajak atas asset yang menurut tujuannya semula tidak

untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak, yang

masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Pajak Terutang pada

saat:
o Ditandatangani akte pembubaran, atau
o Diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak

melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan

hasil pemeriksaan, atau

¢ Diketahui bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan

data atau dokumen yang ada.

. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka

perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau

pengalihan seluruh asset yang diikuti dengan perubahan pihak yang

berhak atas Barang Kena Pajak. Pajak terutang pada saat disepakati

atau ditetapkan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang

terutang dalam perjanjian perubahan bentuk usaha, penggabungan
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usaha, pemekaran usaha atau pengalihan scluruh aktiva perusahaan

tersebut.

Adapun tempat dimana pajak dapat terutang yaitu:
1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan
2. Tempat kegiatan usaha dilakukan,
3. Atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
4. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dalam hal Impor
5. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha
dilakukan dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud
atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah pabean,
atau
6. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari
Pengusaha Kena Pajak.
Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 dalam
Pasal 16 b, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau
dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun
selamanya, yaitu:
1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah
Pabean.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena
Pajak tertentu.
3. Impor Barang Kena Pajak tertentu,
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar
daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Dacrah Pabean di dalam

Daerah Pabean.
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BAB 111
METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) “Analisis penelitian deskriptif kuantitatif
digunakan untuk menganalisa data denan cara mendeskripsikan atau menggambarkan
darta yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Karena dalam pelaksanaannya menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu
fenomena tertentu serta merupakan penelitian terhadap masalah masalah berupa fakta-
fakta saat ini dari suatu populasi dan bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena
sosial atau alam secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini dilaksanakan di
Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan yang beralamat di Jalan Bibis Raya no.

37, Padokan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantu, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan yang dilakukan ini merupakan sarana dan prasarana yang
digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah dijabarkan.
Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan pencarian jawaban atas pertanyaan

penelitian,

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data
documenter yaitu:

1. Data Subjek
Data subjek dapat diperoleh dengan responden penelitian berupa narasumber
yang sudah paham dan mengerti mengenai topic penelitian untuk di

wawancarai.
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2. Data Dokumenter
Data Dokumenter yaitu jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur,
jurnal, surat surat, bentuk data lainnya seperti bentuk laporan program.
Sumber data dalam penelitian ini diantaranya:
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung dengan
mengadakan wawancara sccara langsung denan pihak pihak kompeten dan
mumpuni di dalam perusahaan untuk memperoleh data-data yang relevan
dengan topik penelitian.
2. Data Sekunder
Menurut (Sugiyono, 2018) data sekunder merupakan data yang diperoleh
peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak
langsung dikarenakan data yang diperoleh melalui seorang perantara, yaitu

bisa melalui orang lain ataupun lewat dokumen.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Studi Pustaka (Library Research)

Menurut (Sukardi, 2008) di dalam bukunya Metodologi Penelitian
Pendidikan, Studi kepustakaan adalah menelusuri dan mencari dasar-dasar
acuan yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang hendak dilakukan,
dasar-dasar tersebut tidak terbatas dan dari satu sumber saja tetapi dapat dicari
dan berbagai sumber yang kemudian disusun dalam bab tersendiri. Sumber
data yang dari pembaca, meneliti dan mencatat serta mempelajari dokumen-
dokumen yang digunakan yang mendukung penclitian ini.

2. Studi Lapangan (Field Research)
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Penclitian dilakukan secara langsung dengan terjun langsung ketempat
penclitian dan yang menjadi objek dalam penelitian.

3. Studi Dokumentasi
Mengumpulkan data dari dokumen dokumen yang tersedia seperti arsip,
catatan, jumal, faktur dan pembukuan.

4. Studi Kasus (Case Study)
Mendalami dan memeriksa satu kasus untuk mendapatkan pemahaman yang
lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

5. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara tatap muka yang
dilaksanakan oleh pewawancara dengan seorang narasumber untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan. Secara umum, tujuan wawancara
yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan

menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber.
Tujuan dari wawancara adalah sebagai berikut:

a. Untuk menggali dengan harapan memperoleh informasi atau data dari
orang pertama (primer).

b. Untuk melengkapi infomasi atau data yang dikumpulkan dengan cara
mengumpulkan data

c. Untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan

data yang lainnya.
6. Internet Research
Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yan

bersumber dari internet guna melengkapi referensi untuk melengkapi

penelitian,
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3.4 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif yaitu menjelaskan seacar detail tentang
perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dimulai dari tata cara perhitungan, pencatatan dan

pelaporannya di suatu perusahaan dagang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini dimulai dari pengambilan data berupa Faktur
Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan serta Surat Pemberitahuan Masa (SPT)
untuk mengetahui jumlah PPN yang kurang dibayarkan dengan menggunakan Studi
Kasus yang ada di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan. Data yang terlah
tersedia kemudian diolah oleh peneliti dengan cara menganalisis jumlah perhitungan,
pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya apakah sudah sesuai dengan

standar perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.5 Kerangka Berfikir

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan rekan merupakan perusahaan yang
kegiatan utama operasionalnya yaitu memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada
perusahaan-perusahaan yang memakai jasa Konsultasi Pajak. Sebagai perusahaan
penyedia jasa konsultasi perpajakan, Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan
menyajikan dan mengolah perhitungan serta pelaporan kegiatan perpajakan yang

diberikan kepada pihak pihak yang berkepentingan.

Dalam menjalankan aktivitasnya maka Kantor Konsultan Pajak Toni Anis dan
rekan perlu untuk melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan
dan Pembelian yang dilakukan oeleh PT XYZ sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan perhitungan, pencatatan, dan
pelaporan pajak pertambahan nilai untuk meneliti jumlah PPN Kurang Bayarnya
sesuai dengan ketentuan tarif di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
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Berikut dibawah ini merupakan kerangka berfikir dari topik yang diangkat

oleh penulis:
Pehitungan Pajak Patambahan
Pencatatan Pajak Pertambahan ———ata gy PTXYZ
Nilai
Pelzpormn Paiak Pertambaban Nili /
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BAB 1V
PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

4.1 Gambaran Umum Instansi

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan merupakan perusahaan yang
bergerak di bidang konsultasi pajak yang sampai sekarang masih melakukan
kegiatan usahanya yang beralamat di Jalan Padokan Kidul Tirtonirmolo,
Kasihan, Kantor ini berdiri pada tahun 2018 setelah mendapatkan izin dari
Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan usahanya dalam bidang
konsultan pajak dengan nomor penerbitan surat izin KIP-3499/1P.A/PJ/2018.
Untuk lebih jelasnya berikut merupakan profil Kantor Konsultan Pajak Toni

Aris dan Rekan:

Nama Perusahaan  : Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

Alamat : Jalan Padokan Kidul No 16, Padokan Kidul,
Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa, Yogyakarta, 55141

Bentuk Usaha :CV

Jenis Perusahaan : Perusahaan Jasa

Kegiatan Usaha - Konsultasi Pajak

Karyawan Tetap : 6 Orang
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4.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan dikelola secara
professional yang berdedikasi dengan pemahaman yang mendalam
mengenai kebijakan perpajakan serta pengaruhnya terhadap budaya bisnis
perusahaan. Perusahaan menyediakan berbagai layanan termasuk
penyusunan laporan keuangan, konsultasi administrasi pajak, filling
dokumen perpajakan, saran mengenai perpajakan, jasa pelatihan pajak, dan
urusan tentang perpajakan lainnya. Profesionalitas dan prioritas utama
perusahaan pada klien menjadikan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan

Rekan dipercaya pada beberapa perusahaan.
Visi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan adalah:

1. Memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan optimalisasi
akun-akun keuangan yang dapat memberikan nilai tambah bagi
klien perusahaan.

2. Menjadi Kantor Konsultan Pajak yang menaruh klien di atas
prioritas tertinggi serta Konsultan Keuangan yang membawa

ketenangan pikiran untuk klien perusahaan.
Adapun Misi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan adalah:

1. Menyediakan jasa konsultasi pajak dan pelatihan perpajakan
secara professional dan berkualitas kepada klien secara konsisten.

2. Memberikan jasa pengurusan segala sesuatu yang berhubungan
dengan perpajakan.

3. Melayani jasa perwakilan wajib pajak yang ada hubungannya

dengan Kantor Pajak.
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4. Memberikan jasa pendampingan dalam rangka penyidikan dan
pengadilan pajak.

5. Meclayani jasa yang masih dalam ruang lingkup bidang
perpajakan.

6. Menjadi sebuah tim penasihat tepercaya yang menempatkan
kebutuhan klien sebagai prioritas utama

7. Menyediakan jasa dan standar professional tinggi dengan
independen, integritas, dan komitmen oleh tenaga professional

yang kompeten.

4.3 Stuktur Organisasi

Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan

Manager : Toni Aris Margono, S.E., BKP
Supervisor Manager : Bety Pramitasari, S.E.
Asisten Manager : Ispudyastari Selvi Mahetmi, S.E.
Senior Administrator : Noviana, S.Pd.
Penagihan/Messanger : Erwan Sutrisno, S.E., M.M.
Office Administrasi : Lisna Hanifa, A.Md.
Junior Staf : Faisa Sakta Amrullah, S.Ak
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4.4 Gambar Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan disajikan pada
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4.5 Sistem dan Prosedur Kerja

Ruang lingkup kerja di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan adalah

sebagai berikut:

1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang dari Manager

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langsung kepada partner.

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian kerja sama antara
konsultan pajak dengan klien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¢. Memastikan bahwa akuntansi perpajakan klien dan hal-hal lainnya
yang berhubungan dengan perpajakan sudah sesuai dengan peraturan
pepajakan yang berlaku.

d. Berkoordinasi pekerjaan dengan para karyawan Kantor Konsultan
Pajak Toni Aris dan Rekan.

e. Mengamankan aset Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.

f. Mengamankan, menjalankan dan mengawasi kebijakan peraturan dan
tata tertib kantor,

g. Bertanggung jawab atas administrasi kantor termasuk administrasi
keuangan, perpajakan, pembukuan, dan lainnya.

h. Melakukan pemindahan dana dari rekening kantor ke rekening negara
atas uang titipan pajak dari klien.

i. Meclakukan pembenahan internal dan ekstenal demi kemajuan Kantor
Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.

j.  Melakukan kunjungan klien bersama senior administrasi.

k. Menghandle calon klien.

I. Membuat kontrak atau perjanjian antara Kantor Konsultan Pajak Toni
Aris dan Rekan dengan calon klien dan partner,

m. Mereview fee calon klien berdasarkan penugasan,

n. Bertugas membagi klien-klien kepada senior administrasi,
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o. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kebijakan kantor
dengan klien.

p. Berwenang untuk mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada senior,
junior, office administrasi, dan penagihan.

q. Membuat perencanaan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan
atas pekerjaan secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.

Melakukan pertemuan, rapat atau meeting untuk koordinasi dengan

oy

senior administrasi secara berkala.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang belum diatur akan diatur

=

kemudian.

2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari bagian Asisten Manager
a. Bertanggung jawab langsung kepada supervisor manager.
b. Melakukan perhitungan pajak yang telah ditunjukkan oleh Supervisor

Manager (yang telah disetujui oleh manager)
Bertanggung jawab atas Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.

o

d. Bertanggung jawab dengan senior administrasi, penagihan, dan office

administrasi.
Melaporkan SPT Masa yang telah dikerjakan.

Melakukan pengumpulan, pengambilan, pengembalian data-data klien

- o

(koordinasi dengan Supervisor menyangkut jadwal pengambilan data).

. Membantu supervisor administrasi saat dibutuhkan (setelah mendapat

as

izin dari manager.

h. Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan,
dan jangka waktu lainnya.
3. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari Senior Administrasi

a. Bertanggung jawab langsung kepada manager.

b. Melakukan kunjungan sesuai jadwal yang diatur oleh manager,
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c. Mencatat hasil kunjungan pada buku kunjungan dan melaporkannya
kepada manager.

d. Menginput data-data untuk perhitungan perpajakan baik pada SPT
Masa, SPT Tahunan, maupun keperluan

e. Menghitung pajak yang harus dibayar baik pada SPT Masa, SPT
Tahunan, maupun keperluan perpajakan klien lainnya.

f. Menginput data-data akuntansi berdasarkan dokumen yang diberikan
klien.

g. Mengadministrasikan data-data klien

h. Mengarsipkan data klien

i. Mengisi SPT Masa dan Tahunan secara online-SPT.

j. Menyusun laporan keuangan berdasarkan data-data dan/ atau
keterangan yang diberikan klien, dan memastikan disusun berdasarkan
peraturan perpajakan yang berlaku.

k. Melakukan review atas laporan klien atau dokumen pendukung di
Kantor Konsultan Pajak Toni Ans dan Rekan supaya sesuai dengan
ketentuan perpajakan.

. Menginformasikan kepada manager atas kelemahan-kelemahan
pembukuan atau cara pemberian data oleh klien atau kelemahan
administrasi klien supaya diadakan pembenahan.

m. Berwenang mendelegasikan beberapa tugas kepada junior administrasi

4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari Office Administrasi/secretary
a. Bertanggung jawab langsung kepada Manager
b. Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai  office
administration
c. Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan - scbagai - oftice
administrasi/ secretary.

d. Bertugas sebagai administrasi HRD.
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¢. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di delegasikan dan/atau tugaskan
oleh manager.

f. Meclakukan pengarsipan dokumen-dokumen dan administrasi Kantor
Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan.

g. Melakukan pengarsipan dokumen perpajakan klien termasuk surat dari
kantor ke klien maupun dari klien ke kantor (SPT Masa, SPT Tahunan)
tidak termasuk dokumen klien yang telah menajdi tanggung jawab dan
wewenang manager.

h. Membuat invoice dan faktur pajak Kantor Konsultan Pajak Toni Aris
dan Rekan beserta pengarsipannya.

i. Membantu manager saat dibutuhkan.

j. Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan,
dan jangka waktu lainnya.

k. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang belum diatur di atas akan

diatur kemudian

5. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari Bagian Penagihan/Messanger
Bertanggung jawab langsung kepada manager

b. Melakukan penagihan pajak dan fee tepat waktu berdasarkan jadwal yang
sudah disusun (koordinasi dengan manager menyangkut jadwal penagihan)

c. Bertanggung Jawab atas Kantor Konsultan Pajak Toni Anris dan Rekan.

d. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di delegasikan dan/atau tugaskan
oleh manager, menyetor tagihan fee dan titipan pajak dari klien pada hari
fee pada hari fee dan titipan pajak tersebut tertagih.

e. Melaporkan SPT Masa dan/kewajiban perpajakan lainnya dari klien sesuai
waktu yang telah ditentukan denan terlebih dahulu berkoordinasi dengan
senior administrasi.

f. Melakukan pengumpulan, pengambilan, pengembalian, data-data Klien

(koordinasi dengan manager menyangkut jadwal pengambilan data).
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g Membantu senior administrasi saat dibutuhkan (setelah mendapat izin dari
manager).

h. Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan
jangka waktu lainnya.

1. Meclakukan pembelian keperluan kantor setelah berkoordinasi dengan
manager.

J. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang belum, diatur akan diatur

kemudian.
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4.2 Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Pajak Pertambahan
Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena
Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean.
Perhitungan PPN di lakukan antara selisih dari barang atau jasa yang
dikeluarkan maupun yang diterima yang dikenakan dari Dasar Pengenaan
Pajak atau DPP. Selain itu, perusahaan harus mengetahui pelaporan dan
penyetoran pajak yang terhutang yang nantinya PPN yang dipungut
tersebut akan disetor ke kas Negara.

Dalam praktiknya banyak perusahaan yang masih kurang memahami
dalam penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan serta penyetoran dan
pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya. Namun perlu diingat juga bahwa
ada yang dinamakan pihak ketiga dalam KUP. Pihak ketiga disini
merupakan perantara antara wajib pajak dengan fisku s. Pihak ketiga ini
bisa berbentuk usaha yang menawarkan jasa konsultasi di bidang
perpajakan yang biasanya disebut dengan Konsultan Pajak. Salah satunya
adalah Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan. Salah satu client
adalah PT XYZ. PT XYZ melakukan konsultasi mengenai perpajakan
untuk perusahaannya. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh
peneliti, kajian permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Dibawah ini penulis akan
memamparkan Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Dagang Studi Kasus pada PT XYZ.
Perlu penulis tekankan bahwasanya Data yang terpapar mengenai nama
perusahaan, alamat, dan juga bidang perusahaan tidak menggunakan
nama yang sebenarnya.

Berikut merupakan hasil analisis penulis mengenai Perhitungan,

Pencatatan dan Pelaporan pada PT XYZ:
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4.2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT XYZ

Metode perhitungan PPN terutang untuk pembayaran ke kas negara, PT XYZ
menggunakan metode pengurangan tidak langsung dimana pada saat perusahaan
melakukan penjualan dengan menerbitkan faktur pajak keluaran dan saat perusahaan
melakukan pembelian dengan menerima faktur pajak masukan, kemudian perusahaan
mengurangkan antara pajak keluaran dengan pajak masukan yang selisihnya menjadi
PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara atau PPN lebih bayar yang akan di

kompensasi dengan pajak lainnya yang terutang di tahun berikutnya.

PT XYZ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama di wilayah setempat sehingga perusahaan

berkewajiban untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan PPN secara taat azas

ke KPP setempat.

Sebagai perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP maka PT XYZ mempunyai
hak dan kewajiban sesuai UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal

3A.

1. Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP mempunyai hak untuk dapat
mengkreditkan Pajak Masukan yang diperoleh dari supplier/penjual dan dapat
meminta kembali jika terdapat kelebihan PPN atau PPnBM yang telah dibayar
atau telah dipungut pihak lain; sedangkan pengusaha yang belum dikukuhkan
menjadi PKP tidak berhak mengkreditkan Pajak Masukan.

2. Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dapat meminta kembali jika
terdapat kelebihan PPN atau PPnBM yang telah dibayar atau telah dipungut

dipungut pihak lain.
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PT XYZ juga mempunyai kewajiban sesuai UU PPN Nomor 42 Tahun 2009
dalam Pasal 3A, yaitu:

1. Pengusaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha Kecil
yang memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak seperti yang discbutkan
di atas berkewajiban untuk:
a. Melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
b. Memungut PPN/PPnBM yang terutang (yang kurang dibayar).
c. Melaporkan PPN/PPnBM yang terutang (menyampaikan SPT Masa
PPN/PPnBM).

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Pengusaha yang
telah dikukuhkan sebagai PKP diwajibkan memungut PPN untuk setiap
penyerahan BKP/KP kepada lawan transaksinya, dan apabila PKP yang
menyerahkan BKP/JKP tersebut tidak memungut PPN terhadap lawan
transaksinya, maka bagi PKP lawan transaksi tidak mempunyai Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan. Pengusaha Kena Pajak yang telah memungut
PPN pada saat penjualan atau penyerahan BKP/JKP wajib menerbitkan Faktur

Pajak.

2. Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak tetapi
boleh memilih menjadi pengusaha kena pajak atau tida; sehinga atas
penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kecil tidak
dikenakan PPN, kecuali jika Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak,

3. Apabila sampai denan satu bulan dalam satu tahun buku, peredaran bruto

(omset) pengusaha telah melewati batasan Pengusaha Kecil, pengusaha
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tersebut wajib untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak, paling lambatnya akhir bulan berikutnya.

. Apabila dalam satu tahun buku peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak tidak
melebihi batasan Pengsusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.

PT XYZ telah memungut dan menyetorkan PPN masih mempunyai kewajiban
melaporkan PPN sctiap bulannya, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
paling lambat tanggal 20 setelah bulan dipungutnya PPN. Kewajiban
melaporkan SPT Masa PPN merupakan sarana pertanggungjawaban PKP (PT
XYZ) atas kegiatannya memungut PPN pada saat penjualan atau penyerahan
BKP/JKP dan dipungut PPN pada saat pengadaan atau membeli PKP/JKP.

Berdasarkan uraian di atas, PT XYZ telah patuh dan taat dalam
melaporkan aktivitas usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena
Pajak (NPKP) yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama di Yogyakarta. Dan telah melakukan pembukuan pajak menggunakan
Jasa Konsultasi Pajak di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan. PT
XYZ telah sesuai dengan aturan Undang-Undang KUP pasal 28 ayat (3) yaitu
“pembukuan atau pencatatan pajak tersebut telah diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
yang sebenamnya.

PT XYZ juga melakukan pemakaian sendiri dan/atau pemberian
Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak yang sesuai dengan UU PPN tahun 2009
dalam pasal 1A huruf d yaitu “pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk
kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan nya baik barang
produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, Sedangkan pemberian cuma-
cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik
barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pernberian

contoh barang untuk promosi kepada pelanggan. Pemberian Cuma-Cuma yang
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dilakukan olch PT XYZ harus dikenakan PPN dengan menggunakan faktur
standar dengan perhitungan PPN dengan tariff 11% x harga pokok produksi
(yaitu hara jual dikurangi laba yang telah ditetapkan)

Sebagai PKP, PT XYZ wajib memungut PPN atas penyerahan BKP
kepada PKP dan membayar PPN atas penyerahan lainnya kepada pelanggan
dan pemakaian sendiri. Penyerahan BKP kepada pelanggan/PKP pemakaian
sendiri PT XYZ telah menerbitkan Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak standar yang digunakan oleh PT XYZ telah memenuhi
UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 13 ayat (4) yaitu, “saat
pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara
pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.
Entitas/pengusaha dimungkinkan pembuatan faktur penjualan dilakukan
setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena
pajak, maka Dircktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menetapkan
saat Faktur Pajak harus dibuat. Direktorat Jenderal Pajak diberi keenangan
untuk mengatur keseragaman bentuk, ukuran, pengadaan, dan tata cara
penyampaian, dan pembetulan Faktur Pajak. Dalam ayat ini yang dimaksud
dengan pengadaan Faktur Pajak adalah pengaturan mengenai siapa yang
mengadakan formulir Faktur Pajak adalah pengaturan mengenai siapa yang
mengadakan formulir Faktur Pajak dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Contohnya, pengadaan formulir dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Contohnya, pengadaan formulir faktur pajak dapat diadakan atau dicetak
sendiri oleh pengusaha dengan bentuk, ukuran, dan persyaratan teknis

admnistratif lainnya yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.
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Bentuk Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang
penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang
memuat:

a. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak
atau Penerima Jasa Kena Pajak.
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan

Potongan Harga.

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

e. Pajak penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.

f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.

g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur

Pajak.

Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak standar dapat disesuaikan
dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan jika diperlukan dapat
ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud bentuk
dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar dapat dibuat sebagaimana contoh
dari Dircktorat Jenderal Pajak. Pembuatan Faktur Pajak Standar harus dibuat

paling lambat:

a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran
diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi
sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
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c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Jasa dan/atau Jasa Kcna
Pajak.

d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan
sebagian tahap pekerjaan.

e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan
kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai.

Pengadaan formulir Faktur Pajak Standar dilakukan PKP dan palin sedikit
dibuat dalam rangkap 2 (dua) yan peruntukannya:

a. Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau
Penerima Jasa Kena Pajak

b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan
Faktur Pajak Standar.

Dalam hal faktur Pajak Standar dibuat lebih dari 2 (dua) rangkap, maka
harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak

yang bersangkutan,

Pengisian Faktur Standar dan keterangaannya harus diisi secara
lengkap, jelas, dan benar, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang
ditunjuk pengusaha kena pajak unntuk menandatanganinyﬁ. Faktur Pajak
Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak
ditandatangani merupakan Faktur Pajak cacat, dan Pajak Pertambahan
Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak cacat merupakan Pajak Masukan

yang tidak dapat dikreditkan olch Pengusaha Kena Pajak.
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Perhitungan atas pengenaan PPN terhadap penycrahan BKP olch PT XYZ

sebagai contoh:

1. Perhitungan PPN perolchan dan penyerahan kepada PKP

PT A pada bulan Januari 2023 menjual tunai kepada PT XYZ 2.000 yard kain
seharga Rp. 200.000.000, maka PPN terutang yang harus dibayar oleh PT XYZ
adalah sebesar Rp. 22.000.000 (11% x Rp. 200.000.000). PPN sejumlah Rp.
22.000.000 merupakan Pajak Keluaran yang dipungut olch PT A. Sedangkan
oleh PT XYZ merupakan Pajak Masukan. Serta, PT XYZ pada bulan januari
2023 menjual pakaian jadi kepada pelanggan B (PKP) seharga Rp.
700.000.000, maka PPN terutang yang harus dipungut PT XYZ sebesar Rp.
77.000.000, (11% x Rp. 700.000.000) yang merupakan pajak keluaran. Pajak
Masukan di atas dapat di kreditkan oleh PT XYZ.

4.2.2 Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT XYZ

Efektivitas perusahaan terlihat dari tingkat aktivitas usahanya berupa
pembelian dan penjualan. Pembelian bahan baku dan bahan penolong merupakan
faktor produksi yang diproses sampai barang siap dijual, aktivtas ini memberikan nilai
tambah sebagai objek pengenaan PPN. Aktivitas pembelian dan penjualan

memerlukan pencatatan pada saat penyerahan dan penerimaan BKP.

Pajak Masukan menurut UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dalam pasal | angka
24 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar Pengusaha Kena Pajak
karena perolehan Barang Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Dacrah
Pabean atau impor Barang Kena Pajak. Berdasarkan perolehan Barang Kena Pajak,
terdapat 2 jenis Pajak Masukan, yaitu (1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan
(2) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan merupakan pajak yang diperkenankan
menurangi Pajak Keluaran dalam satu Masa Pajak tidak sama yang jangka waknya

ditetapkan 3 bulan selama belum ditetapkan sebagai biaya oleh perusabaan dan belum
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chlakukan pemeriksaan oleh Dircktorat Jenderal Pajak. Scdangkan Pajak Masukan
yang tidak dapat di kreditkan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat di kreditkan
dapat dibebankan menjadi biaya. Berikut penulis menyajikan data penyerahaan
Barang Kena Pajak (penjualan, yaitu Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri
dengan Faktur Pajak) dan perolehan Barang Kena Pajak (Pembelian, yaitu Pajak
Masukan yang dapat di kreditkan atas perolehan BKP Dalam Negeri) yang dilakukan
oleh PT XYZ:

Tabel 1.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk Tahun 2023 pada PT XYZ

PAJAK KELUARAN PAJAK MASUKAN PPN

BULAN DPP (Rp) PPN (Rp) DPP (Rp) PPN (Rp) | KURANG (LEBIH ) BAYAR
JANUARI 423422448 | 41302967 137.672952 | 15437378 25.865.589
FEBRUARI | 511.681.817 51155314 | 212757676 |  23.403.337 27.751.977
MARET 522.884.358 49.815474 | 307113525 |  33.782.476 16.032.998
APRIL 310.343.837 28.688.707 |  232.593.526 |  25.585.282 3.103.425
MEI 708.493 412 51.686.604 |  251.637.938 |  27.680.166 24.006.438
JUNI 484.122.940 |  46.595.571 |  236.089.397 |  25.969.826 20.625.745
JULI 513.928.849 50.951.990 |  362.399.250 |  39.863.912 11.083.078
AGUSTUS 798.409.892 61.449.196 |  459.894.734 |  50.588.413 10.860.783
SEPTEMBER| 460.080.477 44891722 | 275.818.118 |  36.236.384 8.655.338
OKTOBER | 581.464.626 56.963.100 |  465.406.261 |  40.554.366 16.408.734
NOVEMBER | 744.268.214 69.986.096 |  235.021.646 |  36.492.686 33.493.410
DESEMBER | 945.012.280 97.983.218 | 537.167.238 |  59.088.387 38.894 831
TOTAL 7.004.113.150 | 651.469.959 | 3.713.572.261 | 414.682.613 236.787.346

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan Tahun 2023)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pajak Keluaran atas
penyerahan dalam negeri Faktur Pajak Standar pada PT XYZ untuk tahun 2023
sejumlah Rp. 651.469.959 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan
BKP dalam negeri sebesar Rp. 414,682.613, serta pajak masukan yang tidak dapat
dikreditkan atau yang mendapat fasilitas sebesar Rp.0, sehingga menimbulkan PPN
Kurang Bayar (KB) sebesar (Rp. 236,787,346). Scbelumnya pada bulan desember
2022 terdapat Lebih Bayar sebesar Rp, 293, 358 sehinga kompensasi kelebihan akan

dimasukan ke masa setelahnya yaitu pada bulan Januari 2023.
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Berdasarkan Tabel 1 yang sudah tertera di atas, jurnal untuk mencatat

penycerahan dan perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PT XYZ adalah

scbagai benkut:

Tabel 2
Jurnal Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Pufeh Katurs Pajak Masukan
Bulas Ak Debl Kredit Akun Debit Kredit
JANUARI _ |Pitang Dagang 464.725418 Persediaan Barang Dagang 137.672.952
Penjualan 423422443 [PPN Masukan 15431378
PPN Keluaran 41302967 L'uq Dagang 153.110.330
FEBRUARI |Pivtang Dagang 562.837.131 |Persediasn Barang Dagang 212.757.676)
Peajualan $11.631.817 [PPN Masokan 13403337
PPN Kelusran 51155314 Utang Dagane 236.161.013)
MARET  [Putang Dagsng 572.699.432 Persediaan Barang Dazang 307.113.528
Penjualan §21.884.358 |PPN Masukan 33.782.476|
PPN Kelvaran 49315.474) Utang Dagang 340.896.001
APRIL Putang Dagang 339.032.544 Persediaan Barang Dagang 232.593.526)
Penjualan 310343.837[PPN M asukan 25.585.282
PPN Kelusran 28.633.707] Utang Dagang 258.173.8
ME] Plutang Dagang 760.180.016 Persediaan Barang Dagang 251.637.938
Penjualan 708.493.412|PPN Masukan 27.680.166
PPN Keluaran $1.686.604 Utang Dagans 279.318.104)
JUNI Mutang Dagang $30.718.811 |Persediasn Barang Dagang 236.089.397
Penjuslan 484.122.940 [PPN M asukan 25.969.826
PPN Keluarsn 46.595.571 Utang Dagang 262.059.22)
JuLl Pistang Dagang £64.880.839 Peryediaan Barang Dagang 362.399.250
Penjualan §13.928.849 |PPN Masukan 39.363.912
PPN Keluaran £0.951.990 Utang Dagang 402.263.162
AGUSTUS _ (Piutang Dagang 859.859.088 Persediaan Barang Dagang 459.894.734
Penjualan 798.409.892 [PPN Masukan 50558413
PPN Keluaran 61.449.196 Utang Dagang L [XIANC))
SEPTEMBER |Piutang Dagang S04.972.199 Persediaan Barang Dagang 275318.118
Peojualan 460.080.477 [PPN Masukan 36236384
PPN Keluaran “1.12 Utang Dagang 32084502
OKTOBER _[Piutang Dagang 638.427.726 Perscdiaan Barang Dagang 468406261
Projualan S31.464.626 [PPN Masukan 40.584.366 T
PPN Keh 56.963.100 Utang Dagang
NOVEMBER |Piutang Dagane 514254310 Peryediaan Barang Dagung 235,021 646
Penjualan 744.268.214 [PPN Masukan 36.492.686 YT
PPN Kehuanan 69.986.096 Utang Dagang Fdarre
Dagan ﬂll.’l-“ ———
DESEMBER [Piutang Dagang 1.042.995.498 Perscdisan Rarang Dagang N
Penjualan 945.012.280| PPN Masukan L ST
PPN Keluaran 97.983.218]  Utang Dagang

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan 2023)
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Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Kcluaran lebih besar daripada
Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang masih harus dibayar
Pengusaha Kena Pajak; sebaliknya jika jumlah Pajak Masukan lebih besar
daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya adalah adalah kelebihan pajak yang
dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya. PPN Kurang bayar untuk Masa Pajak
Desember 2023 tersebut dicatat oleh PT XYZ sebagai berikut:

Pajak Keluaran Rp. 65.469.959
Pajak Masukan Rp.414.682.613
PPN Kurang Bayar Rp. 236.787.346

4.2.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT XYZ

PT XYZ melakukan penyetahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean
dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sehingga wajib untuk
memungut pajak terutan atas penjualan BKP, selain itu juga perusahaan dipungut PPN
pada saat pembelian bahan yang tergolong sebagai BKP, yang semuanya terlampir dh

SPT Masa PPN yang dilaporkan setiap bulannya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment, d
mana masyarakat mendaftarkan sebagai wajib pajak, menghitung, menyetorkan dan
melaporkan PPN terutangnya sesuai dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, PT XY 2
sebagai PKP melakukan penyerahan dan membeli.menerima BKP berkewajiban untuk
memungut PPN Keluaran atas penjualan BKP dan membayar PPN Keluaran atas
penjualan BKP dan membayar PPN Masukan atas pembelian BKP. Pada akhir masa
pajak, PPN Masukan di kreditkan dengan PPN Keluaran, maka kekurangan bayar FEN

harus disetorkan ke kas negara selambatnya tanggal 1§ bulan berikutny; pka PPN
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Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka PPN Masukan dapat dikompensasikan

dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya,

SPT Masa PPN berfungsi scbagai sarana bagi PKP untuk melaporkan dan
mempertangungjawabkan perhitungan PPN terutang dan melaporkan tentang
pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran serta melaporkan
pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak

lain dalam satu Masa Pajak. Adapun Data tambahan yang dimuat dalam SPT Masa

PPN adalah:

1. Untuk SPT Masa PPN meliputi (a) jumlah penyerahan, (b) jumlah pajak
keluaran, (c) jumlah pajak yang dapat diperhitungkan, (d) jumlah kekurangan
atau kelebihan pajak, dan (e) tanggal penyerahan.

2. Untuk SPT Masa PPN bagi Pemungut, meliputi (a) jumlah Dasar Pengenaan
Pajak, (b) Jumlah Pajak yang dipungut, (c) Jumlah Pajak yang disetor, (d)

tangal pemungutan, dan (¢) tanggal penyetoran.

PT XYZ harus melaporkan SPT Masa PPN secara lengkap, yaitu semua
elemen SPT induk dan semua lampiran disyaratkan yang telah diist dan
dilampirkan dengan lengkap serta ditandatangani wajib pajak untuk dilengKapi.
SPT dikategorikan sebagau SPT tidak lengkap apabila:

1. Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT,

2. Unsur SPT Induk dan Lampiran tidak/kurang lengkap diisi.

3. SPT tidak ditanda tangani Wajib Pajok atau ditanda tangani Kuasatukum
Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

4. SPT tidak atau kurang dilampiri dengan disyaratkan
5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan SSP atau Surat Keputusan

Persetujuan Penundaan/Angsuran PPh Pasal 29,

Jenis SPT Masa PPN yang digunakan oleh PT XYZ adalah SPT Masa PPN
1111, SPT Masa PPN bentuk formulir 1111 sesuai dengan yang thatur dalam
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-44/1J2010 tentang Hentuk, 1,
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dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT
Masa PPN) bagi PKP yang menggunakan pedoman perhitungan Pengkreditan
Pajak Masukan. Sebelum mengisi dan melaporkan SPT Masa PPN terlebih dahulu

harus mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadaan SPT Masa PPN beserta lampirannya disediakan secara Cuma-
Cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak di
wilayah setempat atau dapat dicetak/fotokopi sendiri olch PKP selama bentuk,
ukuran, dan isinya masih sesuai dengan bentuk Formulir SPT Masa PPN yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Penggunaan Lampiran Formulir 1111 yang melebihi satu halaman, dalam hal
PKP menggunakan lebih dari satu halaman untuk lampiran SPT Masa PPN
(lampiran A dan B), maka setiap halaman harus diberi catatan pada kode
formulir.

3. Pengisian SPT Masa PPN harus benar, lengkap, dan ditandatangani wajib
pajak.

SPT Masa PPN beserta lampirannya harus ditandatangani PKP atau kuasanya
dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus. SPT Induk dan lampirannya yang tidak
ditandatangani PKP atau kuasanya, dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap
dan dianggap SPT Masa PPN tidak disampaikan. SPT Masa PPN wajib
melaporkan jumlah pajak terutang setiap bulan ke KPP setempat di mana wajid
pajak terdaftar sebagai PKP, Berdasarkan undang-undang KUP dalam pasal 4
menyatakan pengisian SPT harus dilakukan dengan lengkap, benar, dan
ditandatangani (1) Pengurus atau Direksi untuk Wajib Pajak Badan, dan (2) Wajib
Pajak yang namanya tercantum dalam Kartu NPWP dan SKPKE bagt Wapib Pajak
Orang Pribadi.

Sesuai UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, SPT Masa PPN 1T tangal jaiuh
tempo penyampaian SPT Masa PPN harus disetor paling lama J0-31 setelah Masa
Pajak berakhir, Apabila terlambat menyampaikan SPT Masa PPN akan dikenakan
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sanksi administrasi berupa denda. Berikut ini merupakan data penyctoran dan

pelaporan SPT Masa PPN untuk taun 2023:

Tabel 3

Pelaporan dan Penyetoran PPN Kurang Bayar

Masa Pajak | Tanggal Penyetoran | Tanggal Pelaporan
Januari | 27 Februari 2023 | 27 Februari 2023
Februari 28 Maret 2023 29 Maret 2023

Maret 27 April 2023 27 April 2023
Aprl 30 Mei 2023 31 Mei 2023
Mei 26 Juni 2023 26 Juni 2023
Juni 26 Juli 2023 26 Juli 2023
i | 23 Agustus 2023 | 25 Agustus 2023

Agustus [ 19 September 2023 [ 20 September 2023

September [ 26 Oktober 2023 | 26 Oktober 2023
Oktober |28 November 2023 | 28 November 2023

November | 27 Desember 2023 | 27 Desember 2023

Desember | 30 Januari2023 | 31 Januari 2024

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan, 2023)

PT XYZ dalam pengisian SPT Masa PPN telah sesuai dengan Ketentuan
Umum Perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan Tabel 3 yang
tertera terlihat bahwa SPT Masa PPN telah disetorkan/dibayarkan dan dilaporkan
sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, schingga PT XYZ terhindar dari sanksi
administrasi perpajakan berupa denda, Jika wajib pajak terlambavsengaja tidak

menyampaikan SPT, maka;

1. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa
PPN sebesar Rp. 500.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00
Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benas
atau tidak lengkap, atau melampirkan Kelerangan yang isinya tidak benar

karena kealpaan wajib pajak, sehingga menimbulkan kerugian pada
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pendapatan negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama | (satu) dan

atau denda sctingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

bayar.
3. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang bayar.

4.2.4 Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan

Nilai Pada PT XYZ

Metode perhitungan PPN terutang untuk pembayaran ke kas negara, PT XYZ
menggunakan metode pengurangan tidak langsung di mana pada saat perusahaan
melakukan penjualan dengan menerbitkan faktur pajak keluaran dan saat
perusahaan melakukan pembelian dengan menerima faktur pajak masukan,
kemudian perusahaan mengurangkan antara pajak keluaran dengan pajak masukan
yang selisihnya menjadi PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara atau PPN
lebih bayar yan dikompensasi dengan pajak lainnya yang terutang di tahun

berikutnya,

PT XYZ sebagai PKP wajib untuk memungut PPN atas penyerahan BKP
kepada PKP dan membayar PPN atas penyerahan lainnya kepada pelanggan dan
pemakaian sendiri, Penyerahan BKP/JKP kepada pelangga/PKP, pemakaian
sendiri PT XYZ telah menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan perhitungan PPN
dengan tarif 11% x Harga Pokok Produksi, PT XYZ tidak melakukan penyerahan
JKP kepada pihak lain yang terutang PPN. Perhitungan atas pengenaan PPN

terhadap penyerahan BKP oleh PT XYZ adalah:
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1. Perhitungan PPN perolehan dan penyerahan kepada PKP
PT XYZ membeli persediaan barang dagang berupa bahan baku dari supplier,
maka perusahaan membayar 11% dari harga perolchan bahan baku yang
merupakan pajak masukan; dan PT XYZ menjual barang pakaian jadi kepada
pelanggannya, maka PPN terutang yang harus dipungut perusahaan sebesar
11% merupakan Pajak Keluaran. Pajak Masukan di atas dapat dikreditkan oleh
PT XYZ.
2. Pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT XYZ
Pencatatan yang diterapkan oleh PT XYZ atas penyerahan Barang Kena Pajak
(penjualan,Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur
Pajak) dan perolehan Barang Kena Pajak (pembelian, yaitu Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP Dalam Negeri), sebagai berikut:
1) Pembelian/perolehan BKP (Desember 2023) dengan menjumnal:
Persediaan Bahan Baku Rp. 537.167.238
PPN Masukan Rp.  59.088.387
Utang Dagang Rp. 596.255.625

2) Penyerahan BKP (Desember 2023) dengan menjumal:

Piutang Dagang Rp.  1.042.995.498
Penjualan Rp.  945.012.280
PPN Keluaran Rp. 97983218

Jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dan Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam Negeri dengan Fakur Pajak
Standar pada PT XYZ adalah:

Pada tahun 2023, jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negent Rp
651.469.959 serta Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.
414.682.613 dan menimbulkan PPN Kurang Bayar scbesar Rp. 236.787. Mo

PT XYZ mencatatatnya sebagai berikut:
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Pajak Keluaran Rp. 651.469.959
PPN Masukan Rp. 414,682.613
PPN Kurang Bayar Rp. 236.787.346

Lalu untuk junal pembayaran PPN Masa Pajak Bulan Januari 2024 adalah
sebagai berikut:

PPN Kurang Bayar Rp. 236.787.346
Kas Rp. 236.787.346

3. PT XYZ dalam pengisian SPT Masa Pajak PPN telah sesuai dengan
Ketentuan Umum Perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, terlihat
bahwa SPT Masa PPN untuk tahun 2023 telah disetorkan/dibayarkan dan
dilaporkan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
sesuai dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, sehingga PT XYZ terhindar dani
sanksi administrasi perpajakan berupa denda apabila pembayaran/penyetoran
pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo masa (lewat tanggal 135 masa
pajak bulan berikutnya). Apabila Wajib pajak terlambat/sengaja udak
menyampaikan SPT, maka perusahaan dikenakan denda untuk SPT Masa
sebesar Rp. 500.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis perhitungan, pencatatan,
dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perpajakan yang ditetapkan olch Dicrektorat Jenderal Pajak dan UU PPN
Nomor 42 Tahun 2009, sehingga PT XYZ terhindar dari sanksi administrasi
Perpajakan berupa denda sebesar 1% per bulan dari DPP nya dari tanggal jatuh tempo
Pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran sampai dengan tanggal pembyaran

dan perusahaan terhindar dari denda keterlambatan penyampaian SPT Masa
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BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai  Analisis

Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ dapat
disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Kesimpulan Umum

1. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pakaian
yang berlokasi di Yogyakarta dan melakukan pemasaran produknya untuk
pemasaran lokal maupun ekspor sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
pelangan PT XYZ mulai beroperasi pada bulan Maret 2016.

2. Bidang usaha yang dilakukan oleh PT XYZ merupakan bidang industri
pakaian jadi dan dari penyempumnaan kain antara lain kaos, celana, dan baju.

3. PTXYZ telah dikukuhkan menjadi PKP pada bulan Juni 2017 di KKP Pratama
Yogyakarta dan sudah memiliki NPWP serta Nomor Pokok Pengusaha Kena
Pajak (NPKP) yang sama sehingga perusahaan berkewajiban untuk menghitun,
membayarkan, dan melaporkan PPN secara taat azas kepadaKPP setempat.
Penyerahan BKP dilakukan setelah dibayar lunas pelanggan dan perusahaan
menerbitkan Faktur Pajak yang berisikan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
dan PPN Keluaran. Nilai Pajak Masukan dan Keluaran senilai 11% dari DPP.
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5.1.2 Kesimpulan Khusus

1. Perhitungan PPN PT XYZ

Perhitungan PPN perolehan atas pembelian bahan baku dan bahan
penolong dari supplier, perusahaan membayar 11% dari harga
perolehan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan Pajak
Masukan; dan perusahaan menjual pakaian kepada pelanggan maka
PPN terutang yang harus dipungut perusahaan sebesar 11% dari harga
jualnya yang merupakan Pajak Keluaran. Pajak Masukan tersebut di
atas dapat dikreditkan oleh PT XYZ.

2. Pencatatan PPN yang diterapakan PT XYZ

Jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam negeri
dengan faktur Pajak Standar pada PT XYZ telah dicatat perusahaan
sesuai pembukuan/akuntansi yang dipersyaratkan oleh Ketentuan

Perpajakan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, sebagai berikut:

Tahun 2023, Jumlah Pajak Keluaran dari bulan Januari-Desember 2023
sebesar Rp. 651.469.959 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
sebesar Rp. 414.682.613 sehingga menimbulkan PPN Kurang Bayar
sebesar Rp. 236.787.346.

81

Dipindai dengan CamScanner

e


https://v3.camscanner.com/user/download

Permasalahan yang terjadi pada proses pencatatan adalah
seringnya terjadi Error pada aplikasi c-Faktur yang sering dipakai
untuk menginput Faktur Pajak Keluaran sehingga menghambat untuk
proses penginputan dan pelaporan Faktur, Selain itu, permasalahan lain
yang terjadi yaitu Faktur Pajak Keluaran yang sudah diupload terdapat
reject atau terdapat tanda baca yang tidak bisa terbaca di aplikasi E-
Faktur. Permasalahan terakhir yang sering dialami ketika sedang
menginput Faktur Pajak antara lain terdapat perbedaan NPWP dalam
proses penginputan sehingga harus terlebih dahulu crosscheck yang

akan memakan waktu sedikit lebih lama.

3. Pelaporan PPN yang telah dilakukan oleh PT XYZ dalam
pengisian SPT Masa Pajak PPN telah sesuai dengan Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, yaitu
SPT Masa PPN untuk tahun 2023 PT XYZ telah disetorkan/dibayarkan
dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dan UU PPN nomor 42 Tahun 2009 sehingga
PT XYZ terhindar dari sanksi administrasi sebesar 1% dari DPP per
bulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran dan perusahaan terhindar dari denda untuk SPT Masa PPN
sebesar Rp. 500.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp.
1.000.000,00
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5.2 Saran

a. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada
pemerintah untuk dapat mengembangkan teknologi dan sistem dalam proses
penginputan Faktur Pajak Keluaran agar tidak mengalami Error sehingga akan

membantu melancarkan dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak
pertambahan nilai.

b. Berdasarkan hasil kesimpulan ataupun ringkasan kajian Tugas Akhir di atas,
maka penulis memberikan saran sebagai masukan bagi manajemen PT XYZ
sebaiknya melakukan crosscheck secara berkala untuk Nama dan NPWP
pengusaha kena pajak pada saat proses penginputan Faktur Pajak Keluaran
supaya tidak menimbulkan ketidakvalidan data dan menimbulkan kerancuan
dalam proses input Pajak Keluaran dalam membuat e-Faktur.

c. Untuk PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebaiknya perusahaan
mencatat sebagai biaya atau dikapitalisasi ke dalam harga perolehannya yang

dapat menjadi unsur pengurang penghasilan neto.

d. Sebaiknya perusahaan lebih memfokuskan pembelian bahan baku dan bahan
pendamping kepada Pengusaha Kena Pajak, sehingga perusahaan dapat
mengkreditkan PPN Masukan sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42
Tahun 2009.

5.3 Pengetahuan Baru dan Wawasan Serta Keterbatasan dalam Penulisan
5.3.1 Wawasan dan Pengetahuan Baru
Wawasan dan pengetahuan baru yang didapatkan penulis dalam proses
penelitian dan proses penulisan Tugas Akhir yaitu penulis mendapatkan pengetahuan
baru serta tata cara dalam penulisan dan penginputan Faktur Pajak Keluaran
perusahaan dagang yang ada di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan schingya

penulis mempunyai bekal untuk memasuki dunia kerja nantinya.

Penulis juga mendapatkan relasi baru dengan keluarga besar Kantor Konsultan

Pajak Toni Aris dan Rekan yang banyak membantu penulis dalany proses penelitian
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dan proses penyusunan Tugas Akhir tentang Analisis Perhitungan, Pencatatan dan

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Dagang studi kasus pada PT
XYZ.

5.3.2 Keterbatasan

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyadari hasil dari penelitian ini
mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian
selanjutnya agar kedepannya dapat mendapatkan hasil yang penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut ini merupakan keterbatasan

dalam penelitian antara lain:

1. Hasil penelitian yang terbatas pada data yang diberikan. Penelitian ini hanya
menggunakan data dari klien yang jumlahnya terbatas sehingga data tidak bisa
mendeskripsikan secara luas masalah yang dihadapi.

2. Kurangnya literatur ataupun referensi terkait dengan kesalahan perhitungan,
pencatatan, dan pelaporan PPN yang mengakibatkan penelitian ini memiliki

banyak kelemahan baik dari segi hasil penelitian maupun hasil analisisnya.
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Gambar 2.5 SPT Induk PPN Masa Pajak Desember 2022
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Gambar 2.6 Lampiran AB SPT PPN Masa Pajak Desember 2022

N Ll 1y

RFKARITU' A WPENYERAHAN DAN PEROLENAN [ i |
e 7 M [Fpsa i

! g - Ll . Portotior ba ¢ | ( o )
‘ URAIAN | DPP (Rupiah) | T
1| Rebapitidasi Perryerahan
A BIP Berwupsd BIP Tidak Berwupd AP ) om|
8 [Penyershan Datar Megert
L DTy Ot Nt domgan Faknr Dugn 7y Pk Digirgng far) §74.940 49 00 008 7 1
l“h-h—-_&'nmw 0.0 om L
c--mn-—m
M’&m’.ﬁw" () 827384 921 00 @01 m T im
T T e T e et st o et PN (5 80 470 000,20 $994 w0 9 17
—Eﬁ‘—'—EL":zu__
T R P o e i ; v " -
DT et oo P s P G PP f 000 om [
o I
7 [ Retapitudasi Percienan
| A ::x::—:::;_»—-mp T 'Yy P ™
8 | Perouan 65109 car Outen Mgwn Yorg Priya Do Dtratn B 43 431 78400 T mm 108
e T e = a e [u1) oo om 1
! 0. Sumish Pursiohen LA + 08 ¢ 1.0 433.491.784.00 47877 495,00 909
1§ Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditian
] [A]22%4 Vet s Poieras yarg Ot Ocnston 91+ 03 | ar¢rram 0 |
8| Pt Menston Lannye
L’ PPN Mans Pt oo
1 Komrvnos bwten PPN Awa pevtmien BT 0 e P W 2022 Sms
3 e Pargptungen Kawoat Pk Vashar yang e Ghomsihn setmom penemton (A3.0370) Pugst Vasutan 33120000
oo Bt naTony 831200000
(4 l—"ﬂ-‘-mh-h-\-.-luuu E)( e
»

92

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

@ Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilal
(SPT MASA PPN)
KEWONTTRAN STUANGAR B .
s e | Bacah et davi Ay Peboy & Nerpum 6571 Wans 504 ot vwin ¥ n-.[l,—-,.m el =
ey AR L PIONCh ST s, AL - ‘:3~ OIS Ay e T
wo THTHENEDEND DO PN e | T
N ( u—a..;.o ' rud
[ VAN BARANG DAN JASA [
A Tentang PPN
| By @t. 0.00
1 Pomyertn yrg P oy b dorgi e (1) 37548160500 o A1.302 087 1
3 Pusywitan yang PPN gt st Pt PPN () 47.040.783,00 o 3271495 00
i 4 Pomyerstan yarg PN ya Bk St [D)m 000 & 009
{ § Pooyeritan pwg Sebodon dst prgesn PN ()% 000 » 0
Jamiah DA $1AHIAD VIAL SIS . 42342244800 » 4857845200
! B Tk Tenutarg PPN L 000 :
; € Juntah S Penyorshan (1A + 1 8) » 423422 418,00
l N PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYARLEBIH BAYAR
g A Prash Kok yang s cpurgul s (famioh PPN g A 2) [Dw __ 41302 967,00
B PN Gaetx Bt deam Vass Pad yng same » 0,00
! € Pah Vashan g gt Speohnghn O 1543737300
'l D PO hurang sau (eth) bayar (A48 0C) " 25 885 589,00
! € PPN irarg o o) bays paca 57T yarg dRetshn .~
3; ' ¥ P (eb by TR [ RAEREERAIEI AT
l PPN kg oy ko gt _27/02/23 0.0 (obemmm W _BIESINESOMZIASS
! H PN etk by pae
i '-Duun-u-unu.na- uDuu a Duu (O 6337 78 T ot
’; e 21 [] Pe0 a4 oy ) e wn 22 [7] taan 7 Pt § oy )P
’ @sont 11 [] Onarperssion te Waca P berkims. + am [ osoremsstmierizsarns ___ -
3 32 [] Onembatian estas) e
i Quns Resthi ik PP
> Pasal 1TCKUP  dlatuan dengan © Prosedu Biasa sty Pemprtaian Perhsn
l~ wn| |Pmd OKP Guaancegm: | [Posedabiss  wa Perprtain Parcabuian
ay [P 0 0y ) PPN bt o Porger
1. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRY
A Aortah Dasar Progenan P R 0.00
i 8 PPN Tenvtang Ry 000
! C i Tangrw feewgm)  NTPN:
© 3 | V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAG! PKP GAGAL BERPROOUKS!
ll A PPN yorg wajd dtaym ket © k___———'-’a-i“i-
38| 0 Ones T e BEL L —
€ £ V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEVAN
1 A POYBM yang harvs Gyt sendst (DXY 2.0
i B PWBY duetr Gk dalam Nowa Pafs yorg soma ® 9.0
b © PPEN hurang st (et tayar (VA- VB ™ 000
B o Py b st et by paca 571 g detton ~
. e purberan (VC - VD) ~»,
} F PPV ks bayw s ungpd Kaempm  NTPN:
VL KELENGKAPAN 89T
l! mwunu Es—-mm El—-ﬁmn Ew!’ﬂ__-‘l D“""-“"
[remarmmn  [Jromame [Jremamin [Jeopay __wte O 1
. 2702-2023 o,
e
PERNYATAAN : T wge
DENGAN MENYACAR SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKSATNYA
SAYA VEAYATAKAN BAMWA APA YANG TELAW SAYA Ko i
BERTAUAN (¢ ATAS BESERTA LAPRANAUPRANYA ot ﬁ
AONAN BEVAR LENGUR. ELAS DAV TOM SERSARAT | ), , e : Dw
Cap Perusshasn

[XPR 2 )

Gambar 2.7 SPT Induk PPN Masa Pajak Januari 2023

93

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

,—'

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

Le— B 940 49 <3150 148 by e s
—— i 0wk an el
- noa___ : i D i
e URAIAN I ol I
0PP (R OO
e (R grah) | | mu::gw
T erspor BKP Bermiist BXP Tidak Berwujuaions 35| o]
.mhm o
Do :
1 Peryeran N Svegen Fui Pk ywy Tk Oy [._,) T ) E———
R ot s e ) —
€. |Rincian Penyershan Datam Negert 2 —tf — -4
stsatras
PP e PR e e
i e e N ) Hw ] T —
T Perymatn oy PPN sy PN b Pt eys g 508 Ry O :i) . ). R, .
! ()
e (el : o e
- am
‘u-;m' e e PPN stay PPN G Povn -9 000 =
" am 1
D e e e ) om "
¢ 1,
[} mmum*h%mw (X) 137 672952 09 195 144 090 -
G| e T e it (1 00 0, 1
D.| Jumish Peralstan A ¢80 ¢ 0.0) 2
! 137672 9%2 00 19144 07 00 0w
'3 [m. Penghitungan PM Yang Dapat Dikredithan
i A | Poist Mantan sas Porseren
7o Ouet CivndBan (WA + 08 ) | Wiumo |
8| v Mt Lt TR
lmmﬂhhm myam
2 Kompernas \awdian PPN tarers pavtetinn 85T PPN Mang Pysn ™. A owyyvy) 000
I-Wmn—mmnmn-mmmm 000
ddonihmBIonB2mAY 209400
[ 6. Sum o Pgat Besis m yorg Depat Opotmngion (8 A o 18 8 &) 1
wLic]= 15.497 374.00

Gambar 2.8 Lampiran AB SPT PPN Masa Pajak Januari 2023

' Penyah‘ibaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama: - ®
NPWP: ==

U BT

g muea

Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak : 1/1
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 25.865.589
Tanggal Penyampaian ;27/02/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik: ‘m® Be™ P a® =
Terima kasih telah menvamoaikan Laonoran SPT Anda.

Gambar 2.9 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Pajak Januari 2023

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e s unn P e N T pe—

e
@ Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaf roemsm 4
(SPT MASA PPN) 111
KEMINTERAN KEUANGAN R Banhdh Maand dae " - : : ‘
mvm‘nn.:lw__ : . L L L — :
‘" 13 ws A " . m § { 4
o t--m—l-'. R U I I
— ot ] TTanme
l:‘hmn-.\ e i
\ Do | 1 TOT—————
l 2 Punyerahan ey N i hara @ st [|)~ M»!_?.ﬁm Biin "ﬂ!)'ln‘ﬂ
3 Ponpmain g PP drsngi oo Pt v (D)0 BA2880000 B0 1EA
i 4 Peryerahan yang TN iys 48 Bungd sl aassi im
E 8 Peryershan yarg dtebark i daf panmnam ¥ [Dk 000 ———
S AR IAZ IAN SRR LAY ~ 91501220000 & 103 851 30 9
l £ Tidah Temtang PPN ~ 000
5 € Ariah Setanh Pomgavshon (LA 0 1 By [ $45.012.280 00
! R PENGNITUNGAN PPN KURANG BAYARA EB™M BAYAR
g A P Kearan g R Goumgut s (et PV o 14 2) D% 979021800
8PN duty Grmiba @i Vs Pah yarg tovna ~ 009
éi € Paak Vastan yug et b rim e . 9908838700
’g D PPN burang sta (e bayar (WA 08 -0 C) [ 34 294 831,00
; E PPN hurang st flbh hayar pata SPT yang et Amn »
3} ¥ PPN kuring st (e bays harwna pombenson (104 ) ~
g PP kg by s g 3001724 0.00 e NTW:__BOOCASBAGOOS10S2
lg W PPN b bayw pata .
: 11[Jous 10 ks caam st ST bk Pertetn) uJean w [] s o am v 1 S
g§ O :29 [T e posa () pon w22 [[] s oo pua § oyt i PN
!! memuna 31 [[] Otorpemashan ke Ve P bebion iy ] onampmanstambe smarmt -
i n[ju-u.@-u
!E Hmm:u admtergm: [orsecrtan wn [ Pugerbsion Swatisin
i Pasal 17DKUP  chaknuban dengen : Proseds Buasa  stau | Pengerttin Pencadum
aa []Poa v oy iy PN
i . PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
§ | A oo PP R 000
g 85PN Tensang ;R 0,00
g C Diunas Tanggal : Wéamyyy)  NTPN:
©F | v PEMBAYARAN KEMBALI PAJAX MASUKAN BAG! PKP GAGAL BERPRODUKS!
55 AL PPN g v oy ertal . Rp 0,00
3 8 Diuras Tops oy WML —_—
E £ | V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAN
‘i A PPuS parg N Cpugs sende D=~ i
3 8 PPrB docks dimuka caiam Masa Pajk yurg tama ® 400
h C PPoBM husarg sta fub) byt (VA-VB) » e
;‘ D FPRBY turmng stay et bayas paca SO yang dberskan »
| £ PPr3M trang e febdh) bayar kavere pembetiian (VC - VD) L]
..E ¥ PPreM ke by dhunws gy oangm  NPN:
WL KELENGKAPAN SPT
!i] [X] Fomuse 1108 (K] Formatr 1m1az ] ot 11182 (Jsorrmt__remba  [7] suar onsa ma
[x] Foms rer1ae BcJFomar it [ om 1 Du"wﬂl -n-D —
R
PERNYATAAN :

DENGAN MENYADAR! SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA b
SAYA MENYATAKAN BAMWA APA YANG TELAW SAYA

BERTAHUKAN 0! ATAS BESERTA LAMPRAN-UAMPIRANNYA [Z]“' Nama Jelas 1”
ADALAH BENAR, LENGAAP. JELAS DAN TOAX BERSYARAT [Joase st et
Cap Perusahaan

fuanu

Gambar 2.10 SPT Induk PPN Masa Pajak Desember 2023
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Gambar 2.9 SPT Induk PPN Masa Pajak Desember 2023

 Penyampaian SPT Elektronik
~ © Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama:® & .= & &

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 12/12

Jenis SPT ; PPN1111
Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 38.894.831
Tanggal Penyampaian : 31/01/2024
Nomor Tanda Terima Elektronik g " g o® " 2" o ®
Terima kasih telah menvampaikan Lanoran SP1 AhJa.

Gambar 2.10 Bukti Penerimaan Elektronik Masa Pajak Desember 2023
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KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP
NAMA
ALAMAT

NOP

JENIS PAJAK

JENIS SETORAN
MASA PAJAK

TAHUN PAJAK
NOMOR KETETAPAN
JUMLAH SETOR
TERBILANG

URAIAN

NPWP PENYETOR
NAMA PENYETOR

CETAKAN KODE
BILLING

W .

;AN
100
12-12
: 2023
: Rp.38.804.831

:  Tiga Puluh Del 1 Jula Delapan Ratus S
Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah

Pulut Empat Ribu

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH "' ' RERMISRE~LAKUKAN PEMBAYARAN.

1D BILLING
MASA AKTIF

: 0
: 24/02/2024 09:01:01

Catatan ; Apebila sda kesalahan dalam isian Kode Billing 8tau masa berlakunya berakhir, Kode Bifling
dapat dibust kemball. Tenggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya
tercantum di dalamnya.

Gambar 2.11 Cetakan ID Billing Masa Pajak Desember 2023
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Faktur Pajak

mmm?qﬂ

Nama ,

Alamal

NPWP : .

WWMMIP«WJ&MH}!R
| —— e o
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A [}

! 54
a i
No. *12mm Nar-~~ Vana Pajak / Jasa Kena Pajak Harga J\:VPW-M
3 | st | ~

! | RoT106875x1 o 1.106 875.00
Harga Jual / Penggantian 1,106.875,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0.00
Dasar Pengenaan Pajak 1.106.875,00
Total PPN 121.756,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00
wwwmm"“ Payak mengats bahea Fakas Pajak ini tetah gani secara sehengyd
1dak dDerlAan 1and) tancan basah pada Faktur Pajak mi.

94 Desember 2023
m.q-r-um-—-—--':-—-—-.--—————.-— tdan 1
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Gambar 2.11 Faktur Pajak Keluaran kode 020
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Faktur Pajak

e dan Nomor Ser Fakiur Pajak : 010.011-23.79155487

[ pengusaha Kena Pajak
Foma
NPWP

S N 2
pembeli Barang Kena quk I_m im Kena Pajak

L
M
M
L
. . mm ; : Harga Jual/PenggantianUang
£ Maipt ! e
I ¥ 2 ¥ana Pajak Muka/Termin
R b ] g ST RN
1 g omn- . : ool
m—
MHarga Jual / Penggantian 4.500.000.00
Dikurangi Potongan Harga =
R .
Dikurangi Uang Muka 0.0
Dasar Pengenaan Pajak 4.500.000,00 |
Total PPN 495.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00
Sesual dengan ketenmuan yang beriaku, al Pajak mengana bahwa Fakur Pajak ini telah gani secara elekironk sehnggd
mwmmwnw'mmﬂ
* Desember 2023
n-mmu-m--—--a—nn--b—-l\‘-—--n———'— 1dan 1
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Gambar 2.12 Faktur Pajak Keluaran kode 010
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QA% POLITEKNIK YKPN

Nomaor
Mal
Lamp

Kepada

! ASPOLTER.YKPN/Raks /2024
t Pangantar Prakiik Keda
U\ Lembat fo

28 F abruart 2024

\Lapangen

¢ Y, Pimpinan
Kantor Konsultan Pajak Yo Aria A reken
. Bibls Raya no. 37, padokan Kidut, fonirmolo,
kesihen, bantul
0274 370126

Dengen hormal,
Dengen Inl kaml' beritahukan kepada Bapak/ibu bahwa d:hm m
menyelesalkan studinys, mahasiswa kami diwajibkan untuk mela ukan

Kerja Lapangan (PKL) selama 18 Minggu (4 butan) serta menyusun Tugas
Akhir (TA) delam bldang akuntansl atau bidang

yang nltnﬂ;l'
dengen bideng akuntansl. Batas akhir penyelesalan PKL adaiah tanggal
Junfzou sehinggs PKL paling lambat harus dimulal pada tanggal 26 Februarl
2024,

Sehubungen dengen hal tersebut, dengan ini kaml mengajukan permohonan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan Informasi lom-;g“ Wmu
teknis praktik akuntansi tertentu, sesual dengan permintaan mon .
kepertuan penyusunan Tugas Akhir bagl mahasiswa sebagai berik

[No] NoMhs [Nama
{77 [2020200075{SIT1 LATHIFAH

No.MP |
085647118306 |

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kampus:
Lalan Gagak Rimang Mo 24, Batapsn.

w
Telp. : (0274) 361516, S60159. 526117 Fam - (0274) 361591
T-mail poltekykpn@pohekyhpn ac Id | Webahe poltetybon &

Gambar 2.13 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan
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Gambar 2.14 Kartu Tanda Mahasiswa
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